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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas Berkat Rahmat Nya lah penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat
terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun
dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis
2021-2026, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.
Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 Tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
dan RPJMD. serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menegaskan bahwa
perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun dan
dirumuskan dengan tahapan, tata cara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan prioritas sesuai tugas dan Fungsi Bapenda yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu : “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang
bermarwah, Maju dan Sejahtera”. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen
perencanaan yang menjadi pedoman Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam
mencaiap tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas,
komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.
Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus
sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis,
Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan
SOPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5
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(lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :
1. Apa yang hendak dicapai oleh SOPD dalam 5 (lima) tahun kedepan?

2. Bagaimana cara mencapainya ?

3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan?

Selain dari itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis ini adalah dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan
tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan
Berhasil Guna.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami
berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah
disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman
dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Bengkalis.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
dalam berupaya mewujudkan tujuannya.

Bengkalis, September 2025
Kepala Bada Pendapatan Daerah
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan perangkat daerah
yang memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas

bagi masyarakat .

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 — 2029,
Renstra Bapenda harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra.
Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi
pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi
acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda karena melalui proyeksi
pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Bapenda dalam
mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Bapenda juga memiliki
keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra

merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda ini dilaksanakan
sebagai bentuk implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra ini merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda selama lima tahun. Dalam
beberapa tahun terakhir, dinamika pembangunan daerah, perkembangan

ekonomi, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik
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menghadirkan tantangan bagi Bapenda dalam meningkatkan efektivitas
pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kemajuan teknologi
informasi mendorong perubahan signifikan dalam sistem administrasi
perpajakan daerah yang harus diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan,

sumber daya manusia, dan inovasi pelayanan.

Melalui penyusunan Renstra ini, Bapenda diharapkan mampu
menetapkan arah kebijakan strategis yang terukur dan fokus pada peningkatan
kinerja. pemungutan PAD. Renstra menjadi instrumen penting dalam
memastikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta
memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, Renstra Bapenda menjadi dasar dalam pelaksanaan
program dan kegiatan secara terencana, efektif, dan berorientasi pada hasil,
guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber-

sumber pendapatan daerah yang lebih optimal.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, adalah sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir
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dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 7 -
BAPENDA Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

14.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18.Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2045

19. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-29

20.Peraturan Daerah Kab. Bengkalis No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab.
Bengkalis Tahun 2022-2042

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2024;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara 8 -
BAPENDA Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25.Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

26.Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD & Renstra Tahun 2025-2029;

27.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Riau Nomor 105);

28.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025
2045;

29.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJPD) 2025-2045.

30.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Darah Kabupaten bengkalis ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3
Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Darah
Kabupaten bengkalis ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024
No 1);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
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1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung
terwujudnya visi dan misi sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -
2029 adalah :

a. Sebagai pedoman bagi pimpinan perangkat daerah Badan Pendapatan
Daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan peranan strategis sesuai

tugas dan fungsinya.

b. Sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan

Pendapatan Daerah selama kurun waktu Tahun 2025 — 2029.

c. Sebagai media akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka

menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari V Bab berisi :

BAB |. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa

gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029

dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan
Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah

penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang

masingmasing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi
tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan
5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data data lainnya

yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab I, Rancangan Awal
RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan
KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil

penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
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3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029 Tujuan dan

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun
2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029 Perumusan
tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan kalimat konctisi dan dapat
diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat lebih khas sesuai dengan
tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah
adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah
yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus clan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi

lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-
2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai
dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan

strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB [IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading
dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan
mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai
dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa
program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan
perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan
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indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui
Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga
tahun 2030.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan serta saran penyusunan

Rencana Strategis (Renstra).
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GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB I

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 tahun 2024,
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Badan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
terdiri dari :
a. Kepala;

. Sekretariat, terdiri dari;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan

. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

- 0 O 0o o

Sub Bagian Bidang Pendaftaran; dan

. Sub Bagian Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

o «Q

. Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

Sub Bagian Bidang Dana Bagi Hasil; dan

j. Sub Bagian Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
k. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

I. Sub Bagian Bidang Penagihan; dan

.Sub Bagian Bidang Keberatan dan Pengurangan;

. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :

. Sub Bagian Bidang Analisa dan Pendapatan;

'0033

. Sub Bagian Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan;
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g.

r.

Kelompok JF; dan
UPTD.

2. Tugas dan fungsi serta uraian tugas

1. Kepala

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

di bidang Pendapatan Daerah

2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

C.

Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

Pendapatan Daerah

. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan

Daerah

. Pemantauan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di

bidang Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang

pendapatan daerah

. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan  tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan,
penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan,
perlengkapan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana,program,Evaluasi dan Pelaporan

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan

Pendapatan Daerah
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c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta
penataan aset

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan
hubungan masyarakat

e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat

f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

a. Jabatan Fungsional Perencana.
Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dn
petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir,
mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan
Pendaftaran.

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran.
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Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan

kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta
pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan

Informasi.
4. Bidang Penerimaan Dan Pembukuan

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir,
mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan
pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan

kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempunyai  tugas melakukan  perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan
fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir,
mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan
keberatan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan.
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Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan

kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.

b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.
Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan
serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan

pengurangan

6. Bidang Pengendalian Dan Pengembangan

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas

memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan,
mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang

pengendalian dan pengembangan.

. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri

dari :

a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.
Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan
serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan

pendapatan.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.
Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai
tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi,
pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang

pemgembangan dan perudang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan
Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan

fungsional masing-masing.
8. Unit Pelaksana Teknis

1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian
tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangantangan Badan di
Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa
Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis
(UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. UPT PBB-P2 Sektor Perdesaan dan Perkotaan
UPT PBB-P2 Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, pendataan, penilaian, pemutakhiran data, penagihan,
dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah kerjanya. Fungsi UPT
meliputi pelayanan administrasi perpajakan seperti penerbitan dan
distribusi SPPT, perubahan data wajib pajak, verifikasi lapangan

objek pajak.

. UPT Pendapatan Kecamatan Bathin Solapan
UPT Pendapatan Kecamatan Bantan

. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu

. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil

- o o o T

UPT Pendapatan Kecamatan Mandau

.UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir

(@]

Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau
h. UPT Pendapatan Kecamatan Rupat

i. UPT Pendapatan Kecamatan Rupat Utara
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B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkalis didukung dengan sumber daya manusia sebanyak

177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
Jenis
No Sumber Daya Manusia Kelamin Jumlah
LK PR

1 | PNS/ASN 54 40 94
2 | Honorer 78 5 83

Jumlah 132 45 177

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.1.2

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis
No Tingkat Pendidikan Kelamin Jumlah
LK PR

1 | STRATA2(S.2) 6 7 13
2 | STRATA1(S.1) 12 17 29
3 | DIPLOMA 3 (D-lll) 2 1 3
4 | SLTA 25 13 38
Jumlah 45 38 83

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Rencana Strategis ( Renstra)
Badan Pendapatan Daerah 2025-2029

Tabel 2.1.3
Komposisi Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Jenis
No Sumber Daya Manusia Kelamin Jumlah
LK PR
1 | Pembina Tk. I / (IV/b) 2 2
2 | Pembina (IV/a) 2 2 4
3 | Penata Tk.I (111/d) 4 7 11
4 | Penata (lll/c) 10 11 21
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5 | Penata Muda Tk. | (1li/b) 2 2 4
6 | Penata Muda (lll/a) 15 9 24
7 | Pengatur Tk. | (11/d) 4 1 5
8 | Pengatur (ll/c) 3 3
9 | Pengatur Muda Tk. 1/ (1I/b) 1 1

Jumlah 43 32 75
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Tabel 2.1.4
Komposisi Berdasarkan Jabatan
Jenis
No | Sumber Daya Manusia Kelamin | Jumlah
LK PR

1 | Esselonll 1 1
2 | Esselon Il 2 3 5
3 | Esselon IV 11 11 14
4 | JFT 2 3 5
5 | Staf 37 22 59

Jumlah 53 39 84

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan

sumber

daya manusia yang sesuai

kualitas dan kuantitas yang

dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat

mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk

pencapaian target yang ditetapkan.

Berikut ini

rincian sarana dan

prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.1.5
Rekapitulasi Aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2024
Kondisi
No. Nama Barang Jumlah . Rusak | Rusak | Ket
Baik | .
Ringan | Berat
Bangunan Gedung Lain-
1 ;
lain 2 2 - -
2 Tanah Bangunan Kantor 2 2 - -
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Pemerintah
3 Furniture 80 40 20 20
4 Meubelair 200 150 30 20
5 Komputer 150 75 40 35
6 Printer 164 75 40 52
E Alat Kantor dan Rumah

Tangga 300 200 60 40
8 Kendaraan Dinas Roda

empat 15 - - 1
9 Kendaraan Dinas Roda

Dua 30 20 6 4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),
terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data inventarisasi, secara
umum kondisi sarana dan prasarana masih tergolong cukup memadai,
khususnya pada infrastruktur dasar seperti bangunan dan tanah kantor

yang seluruhnya dalam kondisi baik.

Namun demikian, pada sarana operasional utama, khususnya perangkat
teknologi informasi, masih ditemukan tingkat kerusakan yang cukup
signifikan. Perangkat komputer dan printer menunjukkan proporsi
kerusakan yang relatif tinggi, sehingga berpotensi menghambat proses
pengolahan data, administrasi, dan pelayanan kepada wajib pajak. Selain
itu, sebagian sarana mobilitas seperti kendaraan dinas juga mengalami
kerusakan yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional di

lapangan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efisiensi kerja aparatur,
kualitas pelayanan publik, serta belum optimalnya pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, keterbatasan
sarana teknologi juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem

pelayanan berbasis digital.

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan dan peremajaan sarana

dan prasarana, khususnya pada peralatan operasional dan teknologi
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informasi, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi dan

optimalisasi penerimaan PAD.
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Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Gambar 2.1.1

Kabupaten Bengkalis
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2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
selama periode perencanaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik di bidang perpajakan daerah melalui penerapan tata
kelola yang transparan, efektif, dan berbasis pada pemanfaatan teknologi
informasi. Upaya  peningkatan  pelayanan  dilakukan  melalui
penyederhanaan prosedur administrasi, digitalisasi layanan pajak daerah,
perluasan akses layanan melalui unit pelayanan teknis, serta peningkatan
kompetensi aparatur. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
terus dilaksanakan secara berkala guna memastikan akurasi data,
kepastian waktu layanan, serta peningkatan kepuasan wajib pajak.
Dengan langkah tersebut, Bapenda Kabupaten Bengkalis diharapkan
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis
penerimaan pajak daerah, serta mendukung pencapaian target
Pendapatan Asli Daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah

dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

2. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan
pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan
kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, melalui
pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam
pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar wajib pajak semakin
sadar untuk melaksanakan kewajibannya dan semakin mudah untuk

melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Di samping hal-hal strategis tersebut di atas, secara berkelanjutan
Bapenda juga melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur laki-laki dan
perempuan pengelola administrasi pendapatan daerah, SDM operator
sistem dan operator data serta SDM pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi dan penertiban
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pajak, serta himbauan/penagihan kepada wajib pajak yang terlambat
membayar kewajibannya. Beberapa layanan unggulan (Layanan Sistem
Manajemen Mutu) yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bengkalis sampai

saat ini adalah sebagai berikut :

SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak), pembuatan
Tahun 2013

Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari
pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian)
pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data,
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS,
DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan
penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui
Pelayanan Satu Tempat. Aplikasi ini berbasis Web dan masih digunakan
sampai saat ini.

@ SISMIOP NG
WAN AHMADI RAN

RCFCRENSI RCKAM

e 9

Pelayanan Penyelesaian Pelayanan Pendataan Penetapan

59

= ]

Penerimaan Seiarah Data
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2. SMARTGOVE, Pembuatan Tahun 2017

Sistem administrasi dan sistem pemerintahan pajak daerah online di
Badan Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis. Aplikasi ini berbasis Web dan

masih digunakan sampai saat ini.

SELAMAT DATANG DI
SMARTGOV REVENUE

e o m Arkin . o o e S o T s S 118 S | o

3. SIPBUKAS ( Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas ),
Pembuatan Tahun 2023

Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas. SIPBuKas dirancang
sebagai platform terintegrasi untuk memodernisasi pelayanan pajak
daerah. Sistem yang dapat diakses dimana saja melalui web service dan
aplikasi Android dengan menyediakan berbagai fitur layanan pajak
daerah:

1.Pelayanan Pajak Daerah;
2.Pendaftaran wajib pajak;
3.Pengecekan tunggakan,;
4.Pembayaran pajak secara daring;
5.Pelaporan e-SPTPD Self Assessment;

6.Pengunduhan e-SPPT PBB-P2.
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Melalui berbagai upaya tersebut diatas, Bapenda terus berupaya
untuk selalu meningkatkan penerimaan PAD dalam 5 tahun terakhir, hal
ini  dalam rangka menciptakan kemandirian dalam membiayai
Pembangunan daerah itu sendiri. Harus diakui sumber pendapatan
Kabupaten Bengkalis saat ini masih didominasi dari Dana Bagi Hasil
Pemerintah Pusat sebagai pembiayaan Pembangunan, namun d ari
sektor Pendapatan Asli Daerah sendiri terus digenjot dengan berbagai
cara dan terobosan-terobosan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi PAD
TAHUN
URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 2024
TARGET [REALISASI| TARGET [REALISASI| TARGET |REALISASI| TARGET |REALISASI
Rp.
PENDAPATAN ASLI DAERAH Milyar 344,4 287,4 344,4 349,9 487,6) 614,6( 1.157,60 406,10
Rp.
PAJAK DAERAH Milyar 79,0 82,3 89,2 94,2 105,5 106,0 137,80 137,70
Rp.
RETREBUSI DAERAH Milyar 18,0 9,7 20,9 11,7 22,6 14,3 188,10 177,70
HASIL PENGOLAHAN Ro.
KEKAYAAN DAERAH YANG Milyar
DIPISAHKAN 33,3 333 324 27,3 26,8 316,8 79,00 73,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI Rp.
DAERAH YANG SAH Milyar 2133 158,3 201,8 216,5 332,6 1773 40,70 16,60

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
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Grafik 2.2.1
Target dan Realisasi PAD
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Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan perkembangan data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2021-2024, terlihat bahwa
capaian realisasi PAD mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun
2021, realisasi mencapai Rp283,72 miliar atau berada di bawah target
sebesar Rp344,44 miliar. Kondisi ini berangsur membaik pada tahun 2022
dengan realisasi sebesar Rp349,79 miliar yang berhasil melampaui target
sebesar Rp344,41 miliar. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan,
di mana realisasi PAD mencapai Rp614,61 miliar dan jauh melebihi target
Rp487,66 miliar. Namun pada tahun 2024 realisasi kembali mengalami
penurunan drastis dengan capaian Rp406,17 miliar yang masih jauh dari

target ambisius sebesar Rp1,157 triliun.

Jika dilihat berdasarkan komponennya, sumber pendapatan terbesar
berasal dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Pajak daerah menunjukkan tren positif dengan realisasi yang
konsisten melampaui target, kecuali penurunan sangat kecil pada 2024
(selisih tidak signifikan). Retribusi daerah masih belum optimal, di mana
realisasi cenderung jauh di bawah target pada 2021-2023, namun
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meningkat secara drastis pada 2024 meskipun tetap belum mencapai

target.

Sumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
menunjukkan anomali pada tahun 2023 dengan lonjakan sangat tinggi
mencapai Rp316,86 miliar, jauh di atas target Rp26,86 miliar, yang
kemungkinan berasal dari dividen atau bagi hasil perusahaan daerah.
Namun pada tahun 2024 realisasinya justru turun drastis menjadi Rp73,97

miliar, jauh di bawah target Rp790,89 miliar.

Sementara itu sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
mengalami fluktuasi cukup tajam dan cenderung tidak stabil. Pada 2022
realisasi melampaui target, namun tahun 2023 dan 2024 mengalami

penurunan cukup signifikan dari potensi awal yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bengkalis
memiliki ketergantungan besar pada faktor eksternal, fluktuasi pasar, serta
perencanaan target yang belum sepenuhnya berbasis data riil potensi
sehingga terjadi ketidakseimbangan antara target dan realisasi pada

beberapa tahun tertentu.
a. Faktor Pendorong Capaian Kinerja

1. Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan
Sistem pembayaran pajak berbasis elektronik meningkatkan
kemudahan akses, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Aktivitas Sektor Usaha
Pada 2022-2023 aktivitas ekonomi mulai pulih pasca-pandemi
sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak
dan pendapatan lainnya.

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD
Upaya verifikasi objek pajak, peningkatan basis data, dan
optimalisasi aset daerah mendorong realisasi PAD tahun 2023.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Optimalisasi BUMD dan Bagi
Hasil
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Hal ini terlihat pada lonjakan penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah pada tahun 2023.

b. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

1. Penetapan Target Tidak Proporsional dengan Potensi Riil
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Lonjakan target tahun 2024 yang sangat tinggi tidak didasarkan pada
pertumbuhan realistis sehingga gap realisasi menjadi besar.
Fluktuasi Kinerla ~ BUMD dan Ketidakpastian Dividen
Ketergantungan pada  pendapatan dividen  menyebabkan
ketidakstabilan realisasi antar tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Masih
Rendah

Terutama terlihat pada capaian retribusi daerah yang belum optimal
dalam tiga tahun pertama.

Kondisi Ekonomi Makro dan Faktor Eksternal
Penurunan aktivitas dunia usaha, perubahan kebijakan nasional,
serta dinamika ekonomi sektor migas dapat memengaruhi

kemampuan bayar wajib pajak.

Grafik 2.2.1
Target dan Realisasi PAD

2021 2022 2023 2024

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
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Berdasarkan grafik diatas dapat digambarkan bahwa Target dan realisasi
Pajak Daerah selama periode 2021-2024 menunjukkan kinerja yang
konsisten dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021,
target ditetapkan sebesar Rp 79,0 miliar dan realisasi berhasil
melampauinya dengan capaian Rp 82,3 miliar. Tren positif berlanjut pada
tahun 2022, di mana target naik menjadi Rp 89,2 miliar dengan realisasi
Rp 94,2 miliar, kembali melebihi target. Pada tahun 2023, target
meningkat menjadi Rp 105,5 miliar dan realisasi sedikit lebih tinggi, yaitu
Rp 106,0 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024 target Pajak Daerah
melonjak signifikan menjadi Rp 137,80 miliar, dan realisasi hampir
mencapai target dengan nilai Rp 137,70 miliar. Secara keseluruhan, data
tersebut menunjukkan kinerja pemungutan Pajak Daerah yang kuat, di
mana realisasi setiap tahun selalu memenuhi atau mendekati target,
mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas

pengelolaan pendapatan oleh Bapenda.
3. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda), diperlukan penetapan kelompok sasaran
layanan yang jelas dan terarah. Kelompok sasaran layanan ini
mencerminkan pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam
penyelenggaraan pelayanan serta implementasi kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah. Penetapan sasaran layanan yang tepat diharapkan
dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar
pemangku kepentingan, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Adapun kelompok sasaran layanan Bapenda meliputi:

a. Wajib Pajak Daerah, yaitu individu maupun badan usaha yang
memiliki kewajiban membayar pajak daerah, seperti pajak hotel,
restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

serta jenis pajak daerah lainnya.
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b. Wajib Retribusi Daerah, yaitu pihak yang memanfaatkan jasa atau

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah yang dikenakan
retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Masyarakat Umum, yaitu masyarakat sebagai penerima manfaat
pelayanan, khususnya dalam hal kemudahan akses informasi dan
pelayanan administrasi perpajakan daerah.

d. Perangkat Daerah (OPD) Terkait, yaitu instansi pemerintah daerah
yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan dan optimalisasi
pendapatan daerah, seperti dinas teknis dan instansi pengelola
perizinan.

e. Pemerintah Desa/Kelurahan, vyaitu pihak yang berperan dalam
pendataan objek pajak serta mendukung kegiatan sosialisasi guna
meningkatkan kepatuhan masyarakat.

f. Pelaku Usaha/Dunia Usaha, yaitu pelaku ekonomi baik skala mikro,
kecil, menengah, maupun besar yang menjadi objek pajak dan
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

g. Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat, yaitu instansi yang memiliki
keterkaitan dalam mendukung validasi dan integrasi data perpajakan

daerah, seperti kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
A. Permasalahan Utama

Bapenda Kabupaten Bengkalis, dalam upaya mewujudkan tujuan dan
sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029, menghadapi sejumlah
permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan-

permasalahan tersebut meliputi :

1. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung
layanan pajak yang efisien dan transparan.

2. Potensi pajak daerah yang belum dimaksimalkan, terutama dari
sektor sektor yang kurang terpantau atau belum dipungut pajaknya
secara optimal.
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3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di

Bapenda yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan
manajemen pendapatan daerah.

4. Sistem pengawasan yang kurang efektif dalam mendeteksi
ketidakpatuhan pajak dan penyimpangan dalam administrasi
keuangan daerah.

5. Akses layanan pajak yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang
tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

6. Kurangnya koordinasi antara Bapenda dengan instansi pemerintah
lainnya, yang berdampak pada ketidakefisienan dalam pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
B. Isu Strategis

Permasalahan yang telah diidentifikasi, jika tidak diatasi dengan baik,
dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang dalam
pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan Isu Strategis

yang menjadi fokus utama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
1. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Pajak

Tuntutan era keterbukaan informasi mendorong Bapenda untuk
mempercepat digitalisasi pelayanan, mulai dari pendaftaran,
pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring agar lebih

mudah diakses dan transparan.
2. Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah

Perlu adanya kajian dan penelitian mendalam terkait potensi riil pajak
daerah, bukan sekadar penetapan target berbasis kenaikan
inkremental dari tahun sebelumnya. Penggalian potensi baru,

intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak harus menjadi prioritas.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan, bimbingan
teknis, serta pemberian insentif dan penghargaan perlu diintensifkan
untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
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4.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan internal harus diperkuat agar seluruh program dan

kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi
berkelanjutan diperlukan untuk memastikan capaian kinerja sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan pajak harus lebih mendekat ke masyarakat, misalnya
dengan membuka pos layanan di kantor kelurahan atau pusat
keramaian, sehingga wajib pajak lebih mudah mengakses layanan

dan memenuhi kewajibannya.
Sinergi dengan Stakeholder

Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu
ditingkatkan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, serta mendorong partisipasi aktif dalam

pembangunan daerah.

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN PD

PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI

ISU KLHS YANG
RELEVAN
DENGAN PD

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG
RELEVAN DENGAN PD

ISU STRATEGIS PD

Pendapatan Daerah

Daerah Belum Optimal

GLOBAL NASIONAL REGIONAL
@ 2 3) (©)] (O] ()] ()]
Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi Informasi Digitalisasi dan
9 dan Digitalisasi Layanan Pajak Modernisasi

Layanan Pajak

Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Potensi pajak daerah yang
belum dimaksimalkan,
terutama dari sektor-sektor
yang kurang terpantau atau
belum dipungut pajaknya
secara optimal.

Optimalisasi
Potensi
Pendapatan
Daerah

Keterbatasan jumlah dan
kualitas sumber daya manusia

Peningkatan
Kapasitas dan

Pendapatan Daerah

pajak dan penyimpangan
dalam administrasi keuangan
daerah

Pengelolaan (SDM) di Bapenda yang Kompetensi
Pendapatan Daerah memiliki kompetensi di bidang SDM
perpajakan dan manajemen
pendapatan daerah
Sistem pengawasan yang Penguatan
kurang efektif dalam Sistem
Pengelolaan mendeteksi ketidakpatuhan Pengawasan

dan Evaluasi

Pengelolaan
Pendapatan Daerah

pemerintah, masyarakat dan
swasta, yang berdampak
pada ketidakefisienan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya yang tersedia

Rens

Akses layanan pajak yang eningkatan

terbatas, terutama bagi Akses dan
Pengelolaan masyarakat yang tinggal di Kualitas
Pendapatan Daerah Y Y N 9 tingg .

daerah terpencil atau sulit Pelayanan

dijangkau Publik

Kurangnya koordinasi antara Sinergi dengan

Bapenda dengan instansi Stakeholder
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C. UPAYA PENANGANAN

Untuk mengatasi permasalahan dan menjawab isu strategis di atas,
Bapenda Kabupaten Bengkalis telah dan akan melakukan langkah-

langkah berikut :

1. Mempercepat digitalisasi pelayanan, mulai dari pendaftaran,
pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring agar lebih mudah
diakses dan transparan.

2. Penggalian potensi pajak dengan kajian, pendataan, dan pemetaan
menyeluruh.

3. Optimalisasi SDM melalui penempatan sesuai tupoksi dan peningkatan
kapasitas.

4. Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran dan pola kerja sama lintas
sektor.

5. Peningkatan pelayanan internal dan eksternal dengan standar
pelayanan minimal.

6. Konsultasi dan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, provinsi,
serta antar kabupaten/kota. Dengan penanganan yang terstruktur dan
terukur, diharapkan seluruh permasalahan dapat diminimalisir dan
Bapenda Kabupaten Bengkalis mampu merespons isu strategis secara
adaptif demi peningkatan kinerja pelayanan dan pendapatan daerah di

masa mendatang.
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BAB lli
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung
pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkalis melalui pengelolaan
pendapatan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan transparan. Sesuai
dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra Bapenda ini
bertujuan untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada
optimalisasi potensi pendapatan daerah yang mencakup pajak, retribusi,
dan pengelolaan sumber PAD lainnya. Sebagai bagian dari perangkat
daerah yang memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan daerah,
Bapenda Kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab besar untuk
memastikan keberlanjutan fiskal melalui penguatan sistem pemungutan
pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta
pengelolaan sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan
daerah. Dalam hal ini, Bapenda berfokus pada digitalisasi layanan pajak,
yang akan meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pajak daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang
tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang berbasis pada Inmen
No. 2 Tahun 2025. Melalui Renstra ini, Bapenda Kabupaten Bengkalis
juga berkomitmen untuk mewujudkan sistem pelayanan yang lebih baik, di
mana layanan publik yang berbasis teknologi dapat memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan
retribusi. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan evaluasi atas kinerja
pengelolaan pendapatan daerah akan dilakukan secara berkelanjutan,
dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang, Bapenda
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Kabupaten Bengkalis akan mengoptimalkan potensi daerah yang menjadi
kewenangannya, dengan menjalin sinergi yang lebih erat dengan berbagai
pihak, baik instansi pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta.
Dengan demikian, tujuan utama dari Renstra ini adalah untuk menjadikan
Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, dengan
pendapatan daerah yang terkelola secara profesional dan berkelanjutan,
serta mendukung keberlanjutan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

bagi seluruh masyarakat.

Gambar 3.1

Konsep Renstra Perangkat Daerah
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Tujuan utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah “Terwujudnya
peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.” Tujuan ini
menjadi arah strategis yang penting dalam memperkuat kapasitas fiskal
daerah dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan

kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan cerminan

dari optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan
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secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Melalui tujuan ini, Bapenda
Bengkalis berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem pemungutan
yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut didukung
oleh peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta

penguatan basis data wajib pajak dan objek pajak.

Selain itu, tujuan ini juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas jangkauan
pemungutan, serta meminimalkan kebocoran penerimaan. Dengan
tercapainya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah,
pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk
membiayai program prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas
layanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih

optimal.

Dengan demikian, tujuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai target
penerimaan semata, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
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Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Bapenda Kabupaten
Bengkalis menunjukkan bagaimana Badan Pendapatan Daerah
berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan
daerah, khususnya pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan
Daerah yang Baik.” Sasaran RPJMD tersebut menjadi dasar bagi
Bapenda dalam merumuskan tujuan Renstra yang selaras dengan
kewenangannya, yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi
daerah serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Melalui
proses identifikasi sasaran RPJMD yang relevan dan penyesuaian dengan
tugas serta fungsi Bapenda, tujuan Renstra disusun untuk
menggambarkan kontribusi spesifik Bapenda dalam meningkatkan
kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Tujuan
tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran perangkat daerah yang
lebih operasional, seperti meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah,
dengan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Dengan
demikian, seluruh strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan
Bapenda selama periode Renstra secara langsung mendukung
pencapaian sasaran RPJMD, sekaligus memastikan adanya konsistensi,

integrasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029

Sasaran dalam Renstra Bapenda Bengkalis mencerminkan arah
operasional yang ingin dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program
dan kegiatan selama periode perencanaan. Dua sasaran utama yang

ditetapkan yaitu :

a. meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
menggambarkan komitmen Bapenda untuk mengoptimalkan seluruh
potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas
pemungutan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan
wajib pajak. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi sistem

administrasi perpajakan, perbaikan kualitas data objek dan subjek
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pajak, penguatan regulasi, serta peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan tercapainya sasaran ini, kapasitas fiskal daerah
akan semakin kuat sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan
yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan

kualitas layanan publik.

b. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
mencerminkan dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Akuntabilitas yang meningkat berarti
setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran pada Bapenda
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan sesuai
ketentuan. Hal ini dicapai melalui perencanaan yang lebih matang,

yang yang

berkelanjutan, serta penguatan kompetensi aparatur.

pelaksanaan disiplin, monitoring dan evaluasi

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Meningkatnya
Penerimaan Persentase
Terwujudnya | Pajak daerah | Peningkatan | 5,23 | 5,34 | 542 | 558 | 5,67 | 5,73
Peningkatan | dan Retribusi | PAD
Penerimaan Daerah
pajak daerah
dan retribusi
daerah Meningkatnya
akuntabilitas Nilai SAKIP
kinerja Perangkat 74,50 | 76,50 | 77,50 | 78,50 | 80,00 | 80,50
Perangkat Daerah
Daerah

Tujuan “Terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah” diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan ini diturunkan menjadi
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sasaran “Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah”,
yang secara teknis diukur menggunakan indikator Persentase PAD
terhadap Pendapatan Daerah. Indikator ini dipilih karena mampu
menggambarkan kontribusi riil PAD terhadap total pendapatan, sekaligus
menjadi parameter utama tingkat kemandirian fiskal daerah.

Penetapan target persentase PAD tahun 2025-2030 dirancang secara
bertahap untuk mencerminkan proyeksi peningkatan kemampuan
pemungutan yang realistis dan terukur. Target dimulai dari 5,23% pada
tahun 2025 dan meningkat setiap tahun menjadi 5,34% (2026), 5,42%
(2027), 5,58% (2028), 5,67% (2029), hingga 5,73% pada akhir periode
(2030). Pola kenaikan ini dihitung berdasarkan tren historis penerimaan
PAD, penambahan objek pajak dan retribusi, peningkatan basis data,
serta implementasi digitalisasi layanan perpajakan dan penguatan
pengawasan. Dengan demikian, peningkatan target ini tidak hanya
bersifat normatif, tetapi berkaitan langsung dengan kapasitas operasional
dan kebijakan pendapatan yang akan dijalankan oleh Bapenda, dan
sasaran kedua yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat
Daerah.” Pengukuran sasaran dilakukan melalui indikator Nilai SAKIP
Perangkat Daerah, yang merupakan instrumen nasional untuk mengukur
efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja
perangkat daerah. Nilai SAKIP mencerminkan kualitas cascading kinerja,
keterpaduan antar dokumen perencanaan, kualitas indikator dan target,

efektivitas pelaksanaan program, dan kualitas monitoring dan evaluasi.

Target nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara konsisten, yaitu 74,50
pada tahun 2025; 76,50 (2026); 77,50 (2027); 78,50 (2028); 80,00 (2029);
dan 80,50 pada tahun 2030. Peningkatan angka ini menunjukkan strategi
penguatan tata kelola kinerja melalui implementasi SAKIP secara penuh,
peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan perencanaan berbasis kinerja,
serta pemantapan penggunaan sistem informasi kinerja. Kenaikan target
juga relevan dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas birokrasi nasional

serta capaian minimum kategori “BB” pada evaluasi SAKIP.
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3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Bapenda Kabupaten Bengkalis dalam periode Renstra diarahkan
pada dua fokus utama, yaitu peningkatan penerimaan pajak dan retribusi
daerah serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk
meningkatkan penerimaan daerah, strategi yang ditempuh meliputi
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pemutakhiran data objek dan
subjek, penertiban serta penambahan objek pajak baru, penguatan
pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Upaya tersebut didukung oleh digitalisasi pengelolaan pendapatan,
integrasi layanan pembayaran, serta pengembangan sistem informasi
pendapatan yang lebih modern. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan
kepada wajib pajak, penyederhanaan prosedur, dan penguatan regulasi

juga menjadi bagian penting strategi pendapatan.

Tabel 3.3.1
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

NSPK DAN

SASARAN BASELINE TARGET TAHUN
RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024
YANG 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
5.02.0.00.0.00.31.0000 - Badan Pendapatan Daerah
- Terwujudnya
Tata Kelola Meningkatnya
Keuangan Penerimaan Persetase
Da_erah yang T iud Pajak daerah Peningkatan -34.26% 5(',/23 5(';’4 5(';'2 5;,5)8 5(';37 5[';3
baik Pzrrz:/#gi(art]gr? dan Retribusi PAD (%) ° ° ° ° ° ?
Penerimaan Daerah
pajak daerah
dan retribusi Meningkatnya
daerah Sistem Nilai SAKIP
Akuntabilitas Perangkat 73,40 7450 | 76,50 | 77,50 | 78,50 | 80,00 | 80,50
Kinerja Daerah
Pemerintah

Dapat dijelaskan tabel diatas menunjukkan keterkaitan tujuan,
sasaran, indikator, dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis dalam mendukung sasaran RPIJMD “Terwujudnya
Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik.” Tujuan peningkatan
penerimaan pajak dan retribusi daerah diukur melalui indikator Persentase
Peningkatan PAD dengan baseline tahun 2024 sebesar —34,26% dan

target yang meningkat secara bertahap dari 5,23% pada 2025 hingga
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5,73% pada 2030. Sementara itu, tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja

perangkat daerah diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan
baseline 73,40 dan target yang naik dari 74,50 pada 2025 menjadi 80,50
pada 2030.

Melakukan
pemetaan dan
verifikasi ulang data
wajib pajak di
seluruh sektor pajak
daerah

Melakukan audit
dan validasi data
secara berkala
untuk memastikan
bahwa data pajak
daerah yang ada
adalah akurat dan
terkini

Tabel 3.3.2
Penahapan Renstra PD

Pembaruan dan
integrasi data
secara berkala
untuk analisis dan
pengolahan data
secara otomatis

Evaluasi dan
pembaruan Sistem
Informasi Pajak
Daerah yang lebih
sesuai dengan
perkembangan
teknologi dan
kebutuhan data
yang semakin

Penyempurnaan
sistem
pemeliharaan data
untuk menjaga
keberlanjutan dan
keakuratan data
pajak secara jangka
panjang

kompleks
Meningkatkan Penguatan layanan | Penyediaan Implementasi Penyediaan
fasilitas pelayanan satu pintu bagi pelayanan pajak layanan pelanggan platform interaktif
pajak daerah wajib pajak untuk berbasis digital untuk memberikan yang
dengan fasilitas memperoleh yang lebih respon cepat dan memungkinkan
yang lebih baik dan | informasi dan menyeluruh dan akurat terhadap wajib pajak
efisien melakukan aksesibilitas yang pertanyaan terkait berinteraksi

transaksi pajak
secara efisien

lebih luas untuk
masyarakat

pajak

langsung dengan
petugas pajak
secara online untuk
konsultasi dan
layanan lainnya

Pembentukan tim
khusus untuk
melakukan
pendataan wajib
pajak dan
mengidentifikasi
wajib

pajak yang belum
terdaftar

Penerapan insentif
pajak bagi wajib
pajak yang
membayar tepat
waktu dan
memenuhi
kewajibannya

Penegakan hukum
yang lebih tegas
terhadap wajib
pajak yang tidak
patuh, termasuk
denda atau

sanksi administratif

Penguatan kerja
sama dengan
stakeholder terkait
untuk meningkatkan
kesadaran pajak
melalui sosialisasi
atau insentif pajak
daerah

Pengembangan
sistem audit
berbasis risiko
untuk
memfokuskan
pengawasan pada
wajib pajak dengan
potensi
pelanggaran tinggi

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta

penguatan

akuntabilitas

kinerja perangkat
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pendapatan, kebijakan difokuskan pada optimalisasi intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data,
penertiban objek pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada wajib pajak. Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi
pengelolaan pendapatan, pengembangan sistem informasi, dan perluasan
kanal pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan
kemudahan layanan. Selain itu, pengawasan dan penagihan pendapatan
ditingkatkan secara lebih terstruktur guna mendorong kepatuhan wajib
pajak. Di sisi lain, penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui
penyempurnaan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
sesuai prinsip SAKIP, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis
data. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur,
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penguatan reformasi
birokrasi juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan untuk
memastikan bahwa kinerja Bapenda dilaksanakan secara transparan,

efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.4.1
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
NO OPERASIONALISASI ARAH ARAH KEBIJAKAN KET
NSPK KEBIJAKAN RENSTRA PD
RPJIJMD

1) (2 3) (4)

1. (N) Pemerintah Daerah | Peningkatan - Pendataan dan
harus menyediakan | kapasitas fiskal | pendataan ulang
sarana dan prasarana | daerah melalui | objek pajak daerah
yang mendukung bagi | intensifikasi secara berkala
wajib pajak untuk | pendapatan pajak | - Penyediaan dan
melakukan  kewajiban | daerah dan | peningkatan sarana
secara mudah dan | retribusi  daerah | prasarana pelayanan
cepat. (PDRD) pajak berbasis digital

- Pengembangan
sistem pelayanan

pajak daerah berbasis
elektronik (e-tax)

2. (S) Menetapkan standar | Peningkatan - Penguatan basis

untuk pengukuran dan | kapasitas fiskal | data pajak daerah

penilaian yang adil dan | daerah melalui | yang terintegrasi

akurat terhadap objek | intensifikasi - Pengolahan,

pajak, termasuk | pendapatan pajak | pemeliharaan, dan

mekanisme untuk | daerah dan | pemutakhiran data

memperbarui data wajib | retribusi  daerah | pajak daerah secara
pajak secara berkala. (PDRD) berkala

- Penyediaan layanan
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konsultasi dan
informasi perpajakan
daerah
3. (P) Menetapkan | Peningkatan - Peningkatan
prosedur pengawasan | kapasitas fiskal | pengawasan dan
dan penegakan aturan | daerah melalui | pemeriksaan  pajak
untuk memastikan | intensifikasi daerah
bahwa semua pihak | pendapatan pajak | - Penegakan hukum
yang terlibat dalam | daerah dan | dan penyelesaian
pengelolaan pajak dan | retribusi  daerah | keberatan pajak
retribusi daerah | (PDRD) daerah
mematuhi aturan yang - Pembinaan dan
berlaku. pengawasan
pengelolaan pajak
daerah

- Peningkatan
kegiatan penagihan
pajak daerah

4, (K) Evaluasi terhadap | Peningkatan - Monitoring dan
apakah target yang telah | kapasitas fiskal | evaluasi capaian
ditetapkan dalam | daerah melalui | kinerja  penerimaan
RPJMD tercapai atau | intensifikasi pajak daerah
tidak dalam periode | pendapatan pajak | - Perencanaan dan
yang telah ditentukan. daerah dan | pengendalian

retribusi  daerah | pengelolaan pajak
(PDRD) daerah

- Penyusunan laporan
kinerja dan evaluasi
penerimaan PAD
- Penyuluhan dan
penyebarluasan
kebijakan pajak
daerah

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten
Bengkalis mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu peningkatan
kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah (PDRD), yang dioperasionalkan melalui pendekatan
NSPK.

Kebijakan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
pajak melalui pendataan objek pajak secara berkala, pengembangan
sistem pelayanan berbasis digital (e-tax), serta peningkatan aksesibilitas
layanan. Selanjutnya, dilakukan penguatan basis data pajak melalui
pemutakhiran data dan penyediaan layanan informasi guna menjamin

akurasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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Di sisi lain, pengawasan dan penegakan aturan diperkuat melalui
pemeriksaan, penagihan, serta penyelesaian keberatan pajak. Untuk
memastikan pencapaian target, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja,

perencanaan dan pengendalian, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas pengelolaan pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah.
Tabel 3.4.2
Arah Kebijakan Renstra PD
Strategi Arah Kebijakan
Intensifikasi pajak daerah | 1 Pg:g:a;?gnsstem informasi pengelolaan
1 berbasis data dan 2 pata . - .
. Pemutakhiran data objek & subjek pajak secara
teknologi 2 .
berkelanjutan
1 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pajak Daerah

5 | Inovasidan digitalisasi | 2 | pengembangan layanan digital

layanan pajak daerah 3 | Integrasi layanan pembayaran dengan perbankan

& kanal digital

Sosialisasi, edukasi, dan literasi pajak secara
1 | berkelanjutan

3 Meningkatkan Kepatuhan Penegakan hukum pajak secara terukur dan
Wajib Pajak Daerah 2 | humanis
Penguatan mekanisme pemeriksaan dan
3 | penagihan
1 | Kerja sama dengan bank daerah, fintech, dan
Penguatan koordinasi swasta dalam sistem pembayaran
4 dan kemitraan

Sinergi dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk

pendukung PAD 2 | penegakan kepatuhan pajak

3 | Penagihan Pajak Daerah

Adapun penjelasan dari masing-masing arah kebijakan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sistem informasi pengelolaan pendapatan
Arah kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan, memperbarui,
dan mengintegrasikan sistem informasi pendapatan daerah, sehingga
proses pendataan, penagihan, monitoring, dan pelaporan menjadi

lebih efektif, cepat, dan akurat.
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Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis juga
menjadi bagian dari kebijakan ini, agar aparatur mampu
mengoperasikan sistem dan memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Pemutakhiran data objek & subjek pajak secara berkelanjutan

Arah Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa
seluruh objek dan subjek pajak tercatat dengan benar dan sesuai
perkembangan wilayah. Pemutakhiran ini memperluas basis pajak dan
meningkatkan potensi PAD.

Penyediaan Layanan Konsultasi Pajak Daerah

Bapenda berkomitmen menyediakan layanan konsultasi pajak yang
mudah diakses dan responsif bagi wajib pajak. Melalui kebijakan ini,
masyarakat dapat memperoleh informasi, bimbingan, dan solusi atas
permasalahan perpajakan secara cepat dan tepat. Layanan konsultasi
ini dapat dilakukan secara langsung di kantor pelayanan, melalui call
center, maupun platform digital, sehingga mendorong peningkatan
kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
pajaknya.

Pengembangan layanan digital

Layanan pajak dikembangkan secara digital, misalnya e-SPPT, e-
SPOP, e-BPHTB, e-Payment, dan sistem tracking layanan.
Pengembangan ini memudahkan wajib pajak mengakses layanan
kapan saja dan mengurangi hambatan administratif yang sering
memperlambat proses pelayanan.

Integrasi layanan pembayaran dengan perbankan & kanal digital
Kebijakan ini Untuk memberikan kemudahan pembayaran, Bapenda
mengintegrasikan sistemnya dengan bank daerah, payment gateway,
fintech, serta kanal pembayaran digital. Integrasi ini mempermudah
wajib pajak membayar pajak melalui ATM, mobile banking, QRIS,
marketplace, maupun kanal digital lainnya, sehingga meningkatkan

realisasi PAD.
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6.

10.

11.

Sosialisasi, edukasi, dan literasi pajak secara berkelanjutan

Arah kebijakan ini mengedukasi dan mensosialisasikan untuk
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak
daerah bagi pembangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui media
sosial, desa/kelurahan, sekolah, instansi, atau kegiatan publik lainnya.
Penegakan hukum pajak secara terukur dan humanis

Bapenda melaksanakan penegakan hukum melalui teguran,
pemeriksaan, penagihan, hingga tindakan lebih lanjut sesuai
ketentuan, namun tetap mengedepankan prinsip humanis.
Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan
kenyamanan wajib pajak.

Penguatan mekanisme pemeriksaan dan penagihan

Mekanisme pemeriksaan pajak diperkuat untuk memastikan wajib
pajak melaporkan data dengan benar. Selain itu, penagihan dilakukan
lebih terstruktur, tepat waktu, dan berbasis risiko sehingga mampu
meningkatkan penerimaan pajak dari objek yang menunggak.

Kerja sama dengan bank daerah, fintech, dan swasta dalam sistem
pembayaran

Kemitraan ini memastikan tersedianya berbagai kanal pembayaran
modern dan memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban
pajaknya, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi
pengelolaan pendapatan.

Sinergi dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk penegakan kepatuhan
pajak

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda bekerja
sama dengan Satpol PP dan Kejaksaan untuk menangani kasus-
kasus pelanggaran pajak serta mendukung proses penegakan hukum.
Penagihan Pajak Daerah

Arah kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi penagihan pajak
daerah secara efektif dan efisien. Bapenda menerapkan sistem
penagihan yang terstruktur, mulai dari pemberitahuan, teguran, hingga

tindakan penagihan aktif bagi wajib pajak yang menunggak. Kebijakan
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ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk
pemantauan dan pelaporan proses penagihan, sehingga dapat
meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah secara signifikan.
Setiap arah kebijakan tersebut saling mendukung dalam upaya
mewujudkan tujuan utama Bapenda Kabupaten Bengkalis, yaitu
meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang

baik, serta memberikan pelayanan publik yang prima dan akuntabel.
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah
dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk
periode 2025 2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
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Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
BIDANG URUSAN / BASE
INDIKATOR 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH
PROGRAM / LINE | 2025
OUTCOME OUTCOME 2024 PENANGGUNG
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
(01) (02) (03) | (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
5.02 - KEUANGAN 48.582.143.411 49.065.418.691 49.743.535.759 50.087.790.553 50.665.929.264
5.02.01 - PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 41.107.143.411 41.565.543.691 42.126.137.634 42.429.449.632 42.858.265.932
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Persentase
dukungan pelayanan [pelayanan Dinas/Badan
adminitrasi penunjang 100 | 100 | 100 | 41.107.143.411| 100 | 41565543.691| 100 | 42.126.137.634| 100 | 42.420.449.632| 100 | 42.858.265.932|72N9 Menangan
keuangan dan bidang urusan Bidang
operasional perangkat Keuangan
perangkat daerah daerah (%)
5.02.04 - PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN 7.475.000.000 7.499.875.000 7.617.398.125 7.658.340.921 7.807.663.332
DAERAH
Meningkatnya upaya Eistte:rf;gap Dinas/Badan
?n'iztnesr:;f:js' dan |l pendapatan | 11,46 | 12,79 | 1320 | 7.475.000.000| 1362 | 7.499.875.000| 1400 | 7617.398.125 1438 | 7.658.340921| 1477 | 7.807.663.332 Yoo menangan
pendapatan Daerah Keuar?gan
(Persentase)
TOTAL 48.582.143.411 49.065.418.691 49.743.535.759 50.087.790.553 50.665.929.264
KESELURUHAN
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Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

aP) AEEERAwY

4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Keuangan Daerah
yang baik, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki mandat penting
dalam pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, transparan, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian opini BPK atas
laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator utama
keberhasilan tata kelola keuangan, karena menunjukkan sejauh mana
pengelolaan pendapatan daerah telah disajikan secara wajar sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung dengan sistem pengendalian
intern yang memadai. Oleh karena itu, arah kebijakan strategis Bapenda dalam
periode perencanaan ini difokuskan pada upaya memperkuat sistem
pengelolaan pendapatan, meningkatkan akurasi pencatatan, serta menjamin
akuntabilitas dalam pelaporan penerimaan daerah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, Bapenda merumuskan program dan kegiatan strategis yang
berorientasi pada peningkatan kualitas administrasi penerimaan daerah,
optimalisasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, serta pengembangan
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sistem informasi pendapatan berbasis teknologi. Program program ini akan

didukung dengan kegiatan penguatan kapasitas aparatur, pembinaan terhadap
unit-unit pelaksana pemungutan, serta peningkatan koordinasi dengan
perangkat daerah terkait agar seluruh penerimaan dapat dikelola secara efektif.
Dengan demikian, perbaikan tata kelola pendapatan daerah tidak hanya
berdampak pada meningkatnya realisasi penerimaan, tetapi juga pada

terwujudnya laporan keuangan yang lebih berkualitas.
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Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan

NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

BPIND YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
1) (©2) (03 (04) (05) (06) (07) (08)
5.02.0.00.0.00.31.0000 - Badan Pendapatan Daerah

- Terwujudnya Tata Kelola
Keuangan Daerah yang baik

Terwujudnya Peningkatan
Penerimaan pajak daerah dan
retibusi daerah

Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah

(Persentase)

Peningkatan Kinerja Pelayanar]
Kepegawaian (%)

Meningkainya Penerimaan
Fajak daerah dan Retribusi
Daerah

Persetase Peningkatan PAD
(%)

Meningkatnya upaya
ekstensifikast dan Intensifikasl
pendapatan

Persentase PAD erhadap

5.02.04 - PROGRAM

Pendapatan Daerah FENGELOLAAN

(Persentase) PENDAPATAN DAERAH
Persentase pengzlolaan dan |Jumlah Data Felaporan Pajak | 5.02.04.2.01 - Kegiatan
Penerimaan Daerah yang Daerah yang Telah Dilakukan |Pengelolaan Pendapatan
meningkat Penelitian dan Verifikasi Daerah

(Dokumen )

Jumlah Dokumen Hasil Analis
Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak Daerah
dan Kehijakan Pajak Daerah
(Dokurnen)

5.02.04.2.01 - Kegialan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penagihan Pajak
Dasrah (Dokumen)

5.02.04 201 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Pemeriksaan serta
Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah
(Dokumen )

5.02.04.2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelesaian Keberatan Pajak|
Dasrah (Dokumen)

5.02.04.201 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan
Pajak Daerah {Dokumen)

5.02.04.2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Pajak Daerah
(Dokumen )

5.02.04.2.01 - Kegiatan
FPengelolaan Pendapatan
Daeran

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Retribusl Daerah
(Laporan)

5.02.04.2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
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Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak Daarah

(Laporan)

5.02.04 2.01 - Kegialan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumilah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah (Laporan)

5.02.04 2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah (Laporan )

5.02.04 2.01 - Kegialan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jurmnlah Laporan
Perkembangan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah
(Laporan)

5.02.04 2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumnlah Layanan dan
Konsultasi Pajak Daerah

(Layanan)

5.02.04 2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Objek Pajak yang
Disesuaikan NJOP nya (Obyek)

Pajak )

5.02.04 2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Fajak Daerah
(Unit)

5.02.04 2.01 - Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Fajak Daerah

(Dokumen )

5.02.04 2.01.0001 -
Perencanaan Pengelolaan
Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analis
Palak Daerah serta
Pengembangan Pajak Daerah
dan Kebijakan Pajak Daerah
(Dokumen)

5.02.04 2.01.0002 - Analisa
dan Pengembangan Pajak
Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan

Pajak Daerah (Laporan )

5.02.04 2.01.0003 -
Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Fajak Daerah
(Unit)

5.02.04 2.01.0004 -
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

Jumilah Laporan Hasil
Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah, Subjek
Fajak dan Wajib Pajak Daerah

(Laporan)

5.02.04 2.01.0005 - Pendataan
dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah

Jumilah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah (Laporan)

5.02.04 2.01.0006 -
Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
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Jumlah Objek Pajak yang
Disesuaikan NJOP nya (Obyek|
Pajak )

5.02.04 2.01.0007 - Penilaian
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
(PBEFZ) serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB}

Jumlah Dokumen Ketelapan
Pajak Daerah {Dokumen)

5.02.04 2.01.0008 - Penetapan
‘Waijib Pajak Daerah

Jumlah Layanan dan
Konsultasi Pajak Daerah
(Layanan)

5.02.04 2.01.0009 - Pelayanan
dan Konsultasi Pajak Daerah

Jumlah Dala Pelaporan Pajak
Daerah yang Telah Dilakukan
Penelitian dan Verifikasi
(Dokumen )

5.02.04 .2.01.0010 - Penelitian
dan Verifikasi Data Pelaporan
Pajak Daerah

Jumlah Dolkumen Hasil
Pelaksanaan Penagihan Pajak
Daerah (Dokumen)

5.02.04 2.01.0011 - Penagihan
Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelesaian Keberatan Pajak
Daerah (Dokumen)

5.02.04 2.01.0012 -
Penyelesaian Keberatan Pajak
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Femeriksaan serta
Pengendalian dan
Pengawasan Pajak Daerah
(Dokumen }

5.02.04 2.01.0013 -
Pengendalian, Pemeriksaan
dan Pengawasan Pajak Daeral

Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Fengelolaan Retribusi Daerah

(Laporan)

5.02.04 2.01.0014 - Pembinaar
dan Pengawasan Pengelolaan
Fajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Jumlah Laporan
Perkembangan Elektronifikas!
Transaksi Pemerintah Daerah
(Laporan)

5.02.04.2.01.0015 -
Elektronifikasi Transaks|
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Sistemn
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

Peningkatan Kinerja Pelayanar
Kepegawaian (%)

Meningkatnya dukungan
pelayanan adminitrasi
keuangan dan operasional
perangkat daerah

Persentase pelayanan
penunjang bidang urusan
perangkat daerah (%)

5.02.01 - PROGRAM
PEMUMJAMG URUSAMN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase Peningkatan
Capalan Perencanaan,
Penganggaran, Pelaporan dan
Evaluasi Kinarja

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD (Dokuman)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN IhLEAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

@) 92)

(03}

(04)

©05)

(08)

(or)

(08)

Jumilah Laporan Capaian
Kinerjia dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
lkhtizar Realizasi Kinerja

SKPD (Laporan)

5.02.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

5.02.01 2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jurmnlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

5.02.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumiah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD (Dokumen)

5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DFA-SKFD dan Laporan Hasil
Koordinasi Fenyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

5.02.01 2.01.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan
DPFA- SKFD

Jurmnlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtizar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)

5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realizasi Kinerja SKPD

Jumlah Laparan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)

5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan gaji,
tunjangan dan iuran wajib ASN
Di Badan Pendapatan Daerah
Kabupalen Bengkals

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Fenyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

5.02.01 2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera)
n SKPD (Laporan)

5.02.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASM

(Orang/bulan)

5.02.01 2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jurmiah Orang yang Menerima
Gall dan Tunjangan ASN

(Orang/bulan)

5.02.07 2.02.0001 -
Penyediaan Gall dan
Tunjangan ASN
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Jumilah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)

5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumilah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semestaran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD (Laporan)

5.02.01 2.02.0007 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD|

Persentase pendataan dan
penataan barang milik
perangkat daerah

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD (Dokumen)

5.02.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumaen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD (Dokumen)

5.02.01 2.03.0002 -
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKFD

Persentase peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan (Orang)

5.02.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsiyang
Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan (Crang)

Persentase peningkatan
pelayanan umum perangkat
daarah

5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan]
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang

Disediakan (Dokumen)

5.02.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistern
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
(Drokumen)

5.02.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

5.02.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumilah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
(Pakat)

5.02.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumiah Paket Barang Getakan
dan Penggandaan yang

Disediakan (Paket)

5.02.01.2.06 - Administrasl
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang

Digediakan (Paket)

5.02.01 2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang

Disediakan (Paket)
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©1) (©2) (03) (04) (08) (08) (07) (08)

Jumilah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.02.01 2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Pakel)

5.02.01.2.06.0002 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengka pan Kantor

Jumilah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Paket)

5.02.01 2.06.0004 -
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang

Disediakan (Paket)

5.02.01 2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

5.02.01 2.06.0006 -
Penyediaan Bahan Bacaan da
Peraturan
Perundang-undangan

Jumilah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultagi

SKPD (Laporan)

5.02.01 2.06.0009 -

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumiah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistermn
Femerintahan Berbasis
Elektronik pada SKFD
(Dokumen)

5.02.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKFD

Persentase pengadaan barang
milik perangkat daerah

Jumiah Paket Mebel yang
Disediakan (Lnit)

5.02.01 2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urugan Pemerintah
Daerah

Jumilah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Disediakan (Unit)

£5.02.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya vang
Disediakan (Unit)

5.02.01 2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
| yang Disediakan (Unit)

5.02.01 2.07.0002 - Pengadaa
Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

Jumilah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

5.02.01.2.07.0005 - Pengadaa
Mebeal

Jumlah Unit Sarana dan
Pragarana Gedung Kantor ataly
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

5.02.01 2.07.0010 - Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnyal

Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasl, Sumber
Draya Air dan Listrik yang

Disediakan (L aporan)

5.02.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

QUTCOME

ouTPUT

INDIKATOR

IPROGRAM." KEGIATAN /
SUBKEGIATAM

KETERANGAN

({24

(9=

(93)

(04

(98]

L2

{5

(08)

Jumlah Laporan Penyediaan
Jdasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan (Laporan}

5.02.01.2.08 - Penyediaan
Jdasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Sural Menyural (Laporan

5.02.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daearah

Jumilah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Memyurat (Laporan

502012080001 -
} Penyediaan Jasa Surat
Menyural

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikas!, Sumber
Daya Air dan Listrik yang

Disediakan (Laporan)

5.02.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumilah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Laporan}

Persentase terlaksananya
pemeliharaan barang
penunjang urusan perangkat
daerah

5.02.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit}

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Dasrah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Dacrah

Jumlah Kendaraan Dinas
Cperaskonal atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Millk Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumilah Kendaraan Perarangar
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Linity

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumiah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit

5.02.01.2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

Jumilah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lalnnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unity

5.02.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Dasrah
Penunjang Urusan
Peamerintahan Daerah

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Unit}

Jumlah Kendaraan Perorangany 5.02.01.2.00.0001 -

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan|

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Lnit}

5.02.01.2.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumiah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit

5.02.01.2 080006 -
Pemaliharaan Peralatan dan

Mesin Lainmya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit}

5.02.01.2.09.0009 -
Femeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor

alau Bangunan Lainmya yang
Dipethara/Derehabilitasi (Unit)

5.0201.2.00.0011-
Pemaeliharaan/Rehabiltas)
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kentor
atau Bangunan Lannya
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4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan
Pendapatan Daerah pada periode Renstra 2025-2029, diperlukan perencanaan
program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah serta didukung dengan
alokasi pendanaan yang memadai. Rencana program dan kegiatan Bapenda
difokuskan pada penguatan tata kelola pendapatan daerah serta peningkatan
kapasitas fiskal daerah. Dari sisi kualitas pengelolaan, program diarahkan untuk
memperkuat sistem administrasi penerimaan daerah, meningkatkan akurasi
pencatatan, memperbaiki sistem pengendalian intern, serta memperkuat sinergi
dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan laporan keuangan
yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, dari sisi besaran kontribusi
pendapatan, program dan kegiatan diarahkan pada intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD, termasuk optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta
pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas basis penerimaan dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penguatan kapasitas sumber daya
manusia serta penyempurnaan sistem informasi pendapatan daerah juga
menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan persentase PAD
terhadap pendapatan daerah. Pendanaan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan subkegiatan Bapenda akan dialokasikan secara proporsional
melalui APBD, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan
kemampuan keuangan daerah. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi dasar
dalam penyusunan kebutuhan anggaran, sehingga setiap rupiah yang
dibelanjakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas
pengelolaan pendapatan dan kemandirian fiskal daerah. Dengan perencanaan
program yang tepat dan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan
Bapenda mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2025-

2029 secara optimal.
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Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /

INDIKATOR

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PROGRAM /| OUTCOME / PERANGKAT
! OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT CUELE 2028 I
|[TARGET |[TARGET PAGU |[TARGET PAGU [TARGET PAGU ITARGET PAGU ARGET PAGU
(1) (02} (03) (04) (5] (06 (07) (048 (08) (10} (11) (12 (13 i14) (15) (16) (17
£02- KELANGAN 4R5RZ.143411,00 A9 0E5418.691,00 49 743,535 759,00 50087 740 553,00 50 GRE.G29 254,00
50201- PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
b 41.407.143.411.00 41565.543.691,00 42,126,137 §34.00 42.429.448 632,00 42.858.265.932,00
KABUPATENKOTA
e R s f palay 5,02.0.00.0.00.31.00
i "‘"da:‘““ e panunjang bidang urusan 100 100 100 41.107.143.411,00 100 41565543691,00 [ 100 42,126,137 534,00 100 42.429.449.63200 | 100 42.858,265.932,00 | 00 - Badan
daarah (%) Pendapatan Daarah
daarah
5.02.01.2.01 - Parancanaan,
Panganggaran, dan Evaluasi 392,856 885,00 393,930 383,00 399.639,339,00 401.838 536,00 405 053.244,00
Kinesja Parangkat Dasrah
EEWS:;‘“:TLﬁ? Jumiah Laporan Evaluasi
o : Kineria Parangkat 17 7 7 392,856 885,00 7 393.930.383,00 7 399.639.339,00 17 401.838.536,00 17 405053.244,00
Panganggaran, Palaporan dan [ asran (Laparan)
Evaluasi Kinerja i
Jumiah Dokumen
Parencanaan Parangkat i} 5] 5 5 5] i}
Daarah {Dokumern)
Jumiah Dokuman
Panibahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasi
Koordinasi Pemyusunan = . d & . = d
Dakumen Parubahan
DPA-SKPD [Dakuman)
Jumiah Laporan Capaian
Kinarja dan khtsar
Realisasi Kineda SKPD
dan Laporan Hasd
Kaoardinasi Pamusunan : 3 3 i 3 : 3
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinearja SKPD {Laporan)
Jumiah Dokumean
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Kaordinasi 7 1 1 1 1 7 1
Panyusunan Dokuman
DPA-SKFD (D
5.02.01.2.01.0001 -
Lok o L o0 109.683.127,00 109.902 493,00 111,551.031,00 112.108,786,00 113.005.656,00 Sas
Parancanaan Perangkat kil Retnriihal it Fibnsikedil ik BENGHKALIS
Dasaran
Tarsusunnya Dokumen Jumiah Dokuman
P i : F 8 6 5 109.683.127,00 5 109,902 493,00 6 111.551.031,00 8 112.108.786,00 113.005.656,00
Dasrah Dasrah [Dokumen)
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi .
dan Panyustnan DPA-SKPD 28.925673,00 20.128.153,00 20.665.075,00 29.712.900,00 20.950.804 00 Benghkalis
Jumiah Dokumen
;"p‘fg‘;:‘[‘f 3"":"“"" ttasq | DPA-SKPD dan Laporan
can aparan A= | Hasd Koordinas: 1 1 1 28825 673,00 1 28.128.153,00 1 28.565.075,00 1 29,712.900,00 1 29.950.604 00

Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Peampusunan Dokumen
DPA-SKPD (D

Rencana Strategis ( Renstra)
Badan Pendapatan Daerah 2025-2029
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / A
PROGRAM | OUTCOME /|  INDIKATOR | BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN [ DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT CUETE ZHas
|TARGET [TARGET PAGU |TARGET PAGU |[TARGET PAGU ITARGET PAGU |TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi i
dan Penyusinan Paribahan 28,631.144,00 28.831562,00 29.264,035,00 29.410.356,00 2964563800 .
BENGKALIS
DPA- SKPD
Jumiah Dokuman
Tersedianya Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan | F7banan DPA-SKPD
Laporan Hasil Koordinasi e 1 1 1 28.631.144,00 1 28.831562,00 1 29,264 .035,00 1 29,410.356,00 1 29 545,638 00
Koaordinasi Penyusunan
Panyusunan Dokumen
Parubshan DPA-SKPD Dokuman Parubahan
erubanan DPA-SKPD (Daokuman)
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Panyusunan Laporan KAB.
Capsian Kaasa i Khiasr 104.226 046,00 104,434 498,00 106.001.016,00 106,531.021,00 107.383.269,00 e
Reaiisasi Kinerja SKPD
Jumilah Laporan Capaian
Tarsadianya Laporan Capaian | Kinerja dan khiisar
Kinerja dan Ikhiisar Realisasi | Realisasi Kinefa SKPD
ERaE SOP0 Canlogeeah | [Can Lapotar ek 3 3 3 104,226 046,00 3 104.434 438,00 3 106.001.016,00 3 106.531.021,00 3 107 383 269,00
Hasil Koordinasi Penyusunan | Koordinasi Panmyusunan
Laparan Capaan Kinarja dan | Laporan Capaian Kinaga
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dan Ikttisar Realisasi
Kinerja SKPD {Laparan)
5.02.01.2.01.0007 - Evahuasi KAB.
121,390 895,00 121,633 677,00 123.458.182,00 124,075.473,00 125,068.077,00
Kinarja Parangkat Daerah BENGKALIS
. - oo |Jumiah Laporan Evaluasi
Tedakeananya Evalussi Kinetia | e Perangiat 17 s 7 12130088500 | 17 12163367700 | 17 12345818200 | 17 12407547300 | 17 125 068.077,00
Parangkal Daarah
Daarah (Laporan)
5.02.01.2.02 - Administrasi
e e ra At fkaran 31540.691.314,00 31748.304.771,00 32,196,603 089,00 32.454,175.913,00 32 778,615.360,00
Jumiah Laporan
Kauangan Bulanan/
Parsentasa pemanuhan gaj, Trwulanan/ Semasteran
winae car Rin WA Ashl St boan L Sponn 31540.691.314,00 12 MreamarTion | 12 37.196.603 089,00 12 4541751300 | 12 32 778.615.360,00
Di Badan F Daarah Peny
Kabupaten Bangralis Laparan Kauangan
Bulanan/Triwulanan/Sam
astaran SKPD {Laparan)
Jumiah Orang yang
Menerima Gaji dan
e Aa 100 100 100 100 100 100 100
{Orang’bulan)
Jumiah Laporan
Kauangan Akhir Tahun
‘SKPD dan Laporan Hasil 4 1 4 5
Koordinasi Penyusunan
Lapaoran Kauangan Akhir
Tahun SKPD (Laparan)
502012020001 - R
Penysdiaan Gaji dan 31.540,691.314,00 31,608,394 771,00 32.145.853 089,00 32.403.019.913,00 32.727.050,112,00 :
; BENGKALIS
Turgangan ASN
Jumiah Orang yang
Tersecianya Call daii Menerine Gap dan 100 100 100 3154069131400 | 100 3169830477100 | 100 2.145853080,00 | 100 32.403.019.91300 | 100 32.727.050.112,00
Turjangan ASN Tunjangan ASN
{Orang/bulan)
5.02.01,.2.02.0005 - Koordinasi i
dan Peryusunan Laporan 0,00 25,000,000,00 25,375,000,00 25.578,000,00 25782 624,00 Bl
Keuangan Akhir Tahun SKPD
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM /| OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT Lo et
|[TARGET |TARGET PAGU TARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU TARGET PAGU
(01} (02) (03) (04) (035) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (186 (17}
T ey
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKF'E;?:Im Laporan Hasd
dan Laporan Hasd Koordinasi 2o bk b 0,00 1 25.000.000,00 1 25.375.000,00 1 25.578.000,00 1 25.782.624 .00
Koordinasi Pemyusunan
Peninisinan Laporan Laparan Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD {Laparan)
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi
dan Penmyusunan Laporan KAB.
Keuangan Bulanant 0,00 25.000.000,00 25.375.000,00 25.578.000,00 2578262400 BENGHKALIS
Triwulanan/ Samastaran SKPD
Taersadianya Laparan Jumiah Laporan
Keuangan Keuangan Bulanan’
westera | T
ASKED dan Lapten SiPOden Lapasn 0,00 12 25.000000,00 12 25.375.000,00 12 25.578.000,00 12 2578262400
Laporan Keuangan Laparan Keuangan
Bulanan/TrwulananSemeastera | Bulanan/Triwulanan/Sam
n SKPD astaran SKFD (Laporan)
5.02.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada 403.200.000,00 403.200.000,00 408.248.000,00 411.284 240,00 413.350.711.00
F Daerah
Parsantase pendataan dan .}J;;nﬂa:“l:;‘d:‘n;;r;a
penataan barang milik. Ao e 4 4 4 403.200.000,00 4 403.200.000,00 4 409.248.000,00 4 411.294 240,00 4 413.350.711,00
Rt S Milik Daarah SKPD
Laial {Dakumen)
5.02.01.2.03.0002 - KAB
Peangamanan Barang Milik 403.200.000,00 403.200.000,00 408.248.000,00 411.284 240,00 413.350.711.00 :
BEMNGKALIS
Daerah SKPD
Jumiah Dokuman
mya F F Barang
Barana Milik Daarah SKFD Miiik Daerah SKPD 4 4 4 403.200.000,00 4 403.200.000,00 4 409.248.000,00 4 411.284.240,00 4 413.350.711,00
(D
5.02.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Parangkal 120.000.000,00 100.000.000,00 101.500.000,00 102.007 .500,00 102 517.538,00
Daerah
Jumiah Pagawai
W 1 Tugas dan
: 7 g i Fungsi yang Mangikuti 10 120.000.000,00 20 100.000.000,00 20 101.500.000,00 20 102.007.500,00 20 102.517.538,00
Kepastas sumbandaya PHACRUL e, gy e el atdan
{Orang)
5.02.01.2.05.0009 - Pandidikan KAB
dan Pelatihan Pagawai 120.000.000,00 100.000.000,00 101.500.000,00 102.007.500,00 102.517.538,00 BENGKAUS
Barc Tugas dan Fungsi
Jumiah Pegawai
rya Pa dan an Tugas dan
Pelatihan Pegawal Fungsi yang Meangikuti 10 120.000.000,00 20 100.000.000,00 2 101.500.000,00 20 102.007.500,00 20 102.517 538,00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Palatihan
{Orang)
5.02.01.2.06 - Administrasi
m Perangkat Dasrah 3.429.921.103,00 3438.358.533,00 3.471.443.128,00 3.4BT.492.737,00 3.530.361.956,00
Jumiah Laporan
F peningkat P Rapat
pelayanan umum parangkat Koardinasi dan 12 12 12 3429.921.103,00 12 3438.359.533,00 12 3.471.443.128,00 12 3.487.492 737,00 12 3.530.261.966,00
daarah Konsultasi SKFD
{Laparan)
Jumiah Paket Barang
Catakan dan 4 4 & 4 4 4 4
Paenggandaan yang
Disadiakan (Pakal)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /
PROGRAM /| OUTCOME( | INDIKATOR | BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT (L LiLat Hi
|TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU |[TARGET PAGU |TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04} (0:5) (06) (07) (08) (09) (14 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumidah Paket Bahan
Logistik Kantor yang 12 12 12 12 12 12 12
Disadiakan [Paket)
Jumilah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistam Pemerintahan 46 B 24 24 24 24 24
Berhasis Elekironik pada
SKPD {Dokuman)
Jumiah Paket Paralatan
dan Periangkapan Kartar| 4 4 4 4 4 4 4
yang Disadiakan (Pakst)
Jumilah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraluran
Pamundang-Undangan 4 4 4 4 4 4 4
yang Disadiakan
{Dakuman)
Jumiah Paket Komponan
Instalasi
Listrik/Penarangan 4 4 4 4 4 4 4
Bangunan Kanior yang
Disadiakan (Paket)
5.02.01.206.0001 -
Panyediaan Kamponen
Instalasi KAB.
400,000.000,00 401.000,000,00 405.010.000,00 407.035.050,00 411.105.401,00 SERCRATIE
Listrik/Panarangan Bangunan
Kantor
Jumiah Paket Komponan
Tarsadianya Komponan Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan | Listrik/Panerangan 4 4 4 400.000.000,00 4 401.000.000,00 4 405.010.000,00 4 407.035.050,00 4 411.105.401,00
Bangunan Kantar Bangunan Kantor yang
Di | (Paket)
5.02.01.206.0002 - Al
Panyediaan Paralatan dan 700,000 000,00 701.000.000,00 708.010.000,00 711.550.050,00 718.665.551,00 BESaE
Parlangkapan Kantar
) ’ Jumiah Paket Paralatan
;;‘:nd;:ya ::‘:ﬁ:" dan dan Parengkapan Kantor 4 4 4 700.000.000,00 4 701.000.000,00 4 708.010.000,00 4 711.550.050,00 4 718.665.561,00
P! yang D {Paket)
5.02.01.206.0004 - e
Penyediaan Bahan Logistic 250.000.000,00 261.250.000,00 253,762.500,00 256.031.313,00 257 581.626,00 s
Kanior
) - Jumiah Paket Bahan
;‘:ﬂ‘;?‘a"“a Bahen Logisfik' |, itk Kantoryarg 12 12 12 250,000.000,00 12 251.250000,00 12 263.762.500,00 12 265.031.313,00 12 257 581.626,00
o 1 (Pakat)
5.02.01.206.0005 - in
Panyediaan Barang Cetakan 450,000.000,00 452,250 000,00 456.772.500,00 459.056.363,00 463 646.926,00 SENERATIE
dan Penggandaan
Jumiah Paket Barang
Temedunya Bateng Calakan | Cotakan dan 4 4 4 450.000.000,00 4 452.250 000,00 4 456.772.500,00 4 459.056.363,00 4 463 646.926,00
dan Penggandaan Penggandaan yang
Disadiakan {Paket)
5.02.01.2.060008 -
Panyediaan Bahan Bacaan dan KAB.
s, 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000,000,00 130.650.000,00 131.956.500,00 BEfSaE
Jumiah Dokumean Bahan
Tarsadianya Bahan Bacaan Bacaan dan Paraturan
dan Paraturan Penundang-Undangan 4 4 4 1:30.000.000,00 4 130.000.000,00 4 130.000,000,00 4 130.650.000,00 4 131.956.500,00
Parundang-undangan yang Disadiakan
| Dakumean)
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BAPENDA

KABUPATEN BENGKALIS
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /
PROGRAM/ OuTCOME (|  INDIKATOR | BASELINE PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN [ DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT OUiEUE 2024
|[TARGET |TARGET PAGU |TARGET PAGU |[TARGET PAGU ITARGET PAGU TARGET PAGU
(o1) (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08) (03) (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) (17)
5.02.01.2.06.0008 -
Panyalanggaraan Rapat KAB.
il din Ko rakities 1.399.921.103,00 1.402.859.533,00 1.416.888.128,00 1.422.664.951,00 1.444 BB5 912,00 BENGKALIS
SKPD
- Jumiah Laparan
:a.ﬂaksananya Rapat Panyalanggaraan Rapat
enyelanguanan Bapat Kaardinasi dan 12 12 12 1399.921.103,00 | 12 140285953300 | 12 1.416.888.12800 | 12 142266496100 | 12 1.444.885.912,00
Koordinasi dan Konsultasi T
Kansultasi SKPD
SKPD
{Laporan
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan
Palaksanaan Sistam KAB.
Bamerintahan Babasis 100.000.000,00 100.000.000,00 101.000.000,00 101.505.000,00 102.520.050,00 BENGKALIS
Elektronik pada SKPD
Jumiah Dokuman
emismen Dkuman|oLpumgan raanar
i . Sistem Pamarintahan 46 35 24 100.000.000,00 24 100.000.000,00 24 101.000.000,00 24 101.505.000,00 24 102 .520.050,00
Pamarintahan Berbasis
Elektranik pada SKPD Haass Clkttonk paca
L SKPD {Dokumen)
5.02.01.207 - Pengadaan
Barang Milik Daarah Panunjang| 0,00 250.000.000,00 255.000.000,00 256.275.000,00 258 B37.750,00
Unisan Pemariniah Daarah
Persantasa pangadaan barang | Jumiah Pakat Mabel
1l perangkat daerdh yang Diedickan (Urit) 0,00 (] 250.000.000,00 T 255.000.000,00 T 256.275.000,00 8 258.837.750,00
Jumiah Unil Kendaraan
Dinas Opearasional atau 8 8 8 8
Lapangan yang
Disadiakan (Unit)
Jumiah Uril Sarana dan
Prazarana Gadung
Kanlor atau Bangunan 5 5 5 5
Lainnya yang Disediakan
(Umit)
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan KAR
Kandaraan Dinas Oparasional 0,00 150.000.000,00 153.000.000,00 153.765.000,00 155.302 650,00 ¥
aaiil BENGKALIE
Jumiah Urit Kandaraan
Temadanya bendamen Dnes: | Difes Upawsimnal i 0,00 8 150,000.000,00 8 153.000.000,00 8 153.765.000,00 8 155.302.650,00
Oparasional atau Lapangan Lapangan yang
Disadi {Unit)
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan KAB.
Mebal 0,00 50.000.000,00 51.000.000,00 51.255.000,00 51.767.550,00 BENGKALIS
Jumiah Pakeat Mabal
Tersaedianya Mabal yany Disediskar {Urit) 0,00 8 50.000.000,00 T 51.000.000,00 i 51.255.000,00 &8 51.767.55000
5.02.01.2.07.0010 - Pangadaan KAB.
Sarana dan Prasarana Gedung 0,00 50.000.000,00 51.000.000,00 51.255.000,00 51.767.550,00 :
. BENGKALIS
Kanior atau Bangunan Lainmya
Jumiah Unil Sarana dan
Tersadianya Sarana dan Prasarana Gadung
Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan 0,00 5 50.000.000,00 5 51.000.000,00 5 51.255.000,00 5 51767.550,00
Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
{ Lty
5.02.01.2.08 - Panyediaan Jasal
Panunjang Urusan 2/550.474.109,00 2556.519.005,00 2.891.612.679,00 2.705.070.742,00 2.732.121.449,00
Pamarintahan Daarah
Jumiah Laparan
F Panyadiaan Jasa | P dizan Jasa
Panunjang Urusan Palayanan Umum Kantor 12 12 12 2/550.474.109,00 12 2656.519.005,00 12 2.6091:612.679,00 12 2.705.070.742,00 12 2.732.121.449,00
Pemarintahan Daerah yang Disadiakan
{Laporan)
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BAPENDA

KABUPATEN BENGKAL'S

BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM /| OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTRUT 2024
|TARGET |TARGET PAGU TARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU ITARGET PAGU
(o1} (02) (03) (04) (05) (08} (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15) (16) (17)
Jumiah Laporan
Penyadiaan Jasa Sural 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1500 1500
Menyurat {Laparan)
Jumiah Laporan
Penyadiaan Jasa
Komunikasi, Sumbar 12 12 12 12 12 12 12
Diaya Air dan Lisirik yang
Dizediakan {Laparan)
5.02.01.2.08.0001 - KAB
Penyediaan Jasa Surat 1.801.868.750,00 1B03.670519,00 1.821.707.325,00 1.830.815.862,00 1.849.124.020,00 d
BENGKALIS
Marnyural
" L Jumiah Laporan
Teraksananya Paryediaan o oe s Jasa Suat 1.500 1.500 1.500 1801.868.750,00 | 1.500 180367061900 | 1.500 1.821.707.325,00 | 1.500 1.830.815.862,00 | 1500 1.849.124.020,00
Jasa Burat Meanyural i %
Manyurat {Laporan)
5.02.01.2.08.0002 - KAB
Penyediaan Jasa Komunikasi, 750.000.000,00 753.750.000,00 TE8.825.000,00 T72.669.125,00 780.395.816,00 BENGKALIS
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumiah Laporan
i " Jasa Ke Panyadiaan Jasa
SR Lt kasi, Sumber 12 12 12 T50.000.000,00 12 753.750.000,00 12 TEB.825.000,00 12 TT2.669.125,00 12 TBO0.395.816,00
Sumber Daya Air dan Listrik
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laparan)
5.02.01.2.08.0004 - KAB
Panyediaan Jasa Pelayanan 98.805.359,00 09.098 386,00 101.080.354,00 101.585.755,00 102.601.613,00 %
BENGKALIS
Urmum Kantar
Jumiah Laporan
Jasa Pel P i Jasa
= 4 5 Palayanan Umum Kantor 12 12 12 98.605.359,00 12 99.088.386,00 12 101.080.354,00 12 101.585.755,00 12 102.601.613,00
Umum Kantor B
yang Disadiakan
| Laporan)
5.02.01.2.09 - Pemaliharaan
Barang Milik Dasrah Panunjang| 2.570.000.000,00 2575.139999,00 2.500.891.399,00 2.611.284 954,00 2.637.407.914,00
Urusan F i Daerah
Jumiah Sarana dan
RO g ssediing banboreial 2 2 g 2570.000000,00 | 9 257513099900 | @ 2600.891.399,00 | @ 261129496400 | 9 2.637.407.914,00
penunjang urusan parangkat Bangunan Lainmya yang
daarah Dipalihara/Direhabililasi
(Unit)
Jumiah Gedung Kanior
dan Bangunan Lainnya
yang 4 1 g 9 a ] g
Dipalihara/Direhabilitasi
Uity
Jumiah Kendaraan Dinas|
Operasional alau
Lapangan yang
Dipelihara dan 8 8 B B 8 a8 B
dibayarkan Pajak dan
Parizinannya (Unit)
Jumiah Kendaraan
Perarangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
(] 8 65 (] 8 (] 65
Jabatan yang DipaBhara
dan dibayarkan Pajakmya
{ Lty
Jumiah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang 391 am 350 350 350 350 350
Dipalihara (Lind)
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BAPENDA

KABUPATEN BENGKALIS

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
HDAND LIEUSAN INDIKATOR | BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT SR 2%
[TARGET [TARGET PAGU |TARGET PAGU [TARGET PAGU TARGET PAGU |TARGET PAGU
(01} (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08 109) (19 (1) (12 13 14) (15) (18) (17)
5.02.01.2.09.0001 -
Panyediaan Jasa
Pemaliharaan, Biaya KAB.
Pemelharaan, dan Paiak 365.000.000,00 365.730.000,00 369.387.300,00 370.864.848,00 374 573.498,00 BENGKALIS
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
VarsetEna Maga Jumiah Kandaraan
¥ Perorangan Dinas atau
Pemaliharaan, Biaya Kandaraan Dings
Pameliharaan dan Pajak Jabatan yand Dipalihara 8 8 L 365.000.000,00 &8 365.730.000,00 & 369.387.300,00 8 370.864.849,00 L 374 573.498,00
Kendaraan Perorangan Ddnas dan dibayad?an g: o
atau Kendaraan Dinas Jabatan |50 0 ¥ T
5.02.01.2.09.0002 -
Panyadiaan Jasa
Pemaiiharaan, Biaya KAB.
Pamalhiaraan, Pajak dan 380.000.000,00 3B0.760.000,00 384.567 600,00 386.105.870,00 389 966.929,00 BENGKALIS
Parizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau L
Jumiah Kandaraan Dinas|
Tarsadianya Jasa 2L
A Operasional atau
Pamalharaan, Biaya L Bt i ‘i
Pameliharaan, Pajak dan Dap 1"1“'|ga{a 5ang 8 ) B8 380.000.000,00 8 380.760.000,00 8 384.567 600,00 8 3B6.105.870,00 B8 389 966.929,00
Parizinan Kendaraan Dinas i -
Operasional atau Lapangan ditiayancn bk dan
Pe panga Parizinannya (Unit)
5.02.01.2.09.0006 - KAB
Pameliharaan Paralatan dan 425.000.000,00 425.850.000,00 430.108.500,00 431.828.934 00 436.147.223,00 2
i BENGKALIS
Mesin Lainnya
Teraks P—— Jumiah Peralatan dan
aaleananys Famahanaan . o oo varg 391 391 350 425.000000,00 | 350 42585000000 | 3% 430.108.50000 | 350 431.828.93400 | 3% 436.147.223,00
Pearalatan dan Mesin Lainnya 2
Dipelihara (Unit)
5.02.01.2 09,0008 -
Pamaliharaan/Rehabiitasi KAB.
Godinig Kantor dan Bangdnan 550.000.000,00 551.100.000,00 556.611.000,00 55B8.837 444,00 564 425.818,00 BENGKALIS
Lainmya
Tertaksananya Jumilah Gadung K.anbf
Pamaliharaan/Rehabiitasi flan Bangurin Ll
Gadung Kantar dan Bangunan | ¥2™ 4 1 9 550.000.000,00 g 551.100.000,00 ] 556.611.000,00 8 55B.B3T 444,00 9 554 425 818,00
g g au Dipalihara/Dirshatilitasi
e {Urity
5.0201.2.00.0011-
Peamalharaan/Rehabilitasi KAB
Sarana dan Prasarana B50.000.000,00 B51.699.999,00 B860.216.999,00 BE3.657.B67,00 BT2284 446,00 BEMGKALIS
Pendukung Gedung Kantar
atau Bangunan Lainnya
Jumiah Sarana dan
Tardaksanarya
PamelharaanRehabiitasi ;‘afa“::‘:‘d”;“"g
Sarana dan Prasarana Baiait a1 ibinra et E] a E 850,000.000,00 E] 851.699.999,00 a 86021699900 | 9 853,657 867,00 E 872294 446,00
Pandukung Gedung Kantor ng. 5 Ty y 9
atau Bangurian Lainnya DipaliharaDirah abilifasi
{ Uity
5.02.04 - PROGRAM
PENGELDLAAN T AT5.000.000,00 T A98.675.000,00 T.617.388.125,00 7.658.340.921,00 7.807.663.332,00
PENDAPATAN DAERAH
Meningkalnya upaya Parsentase PAD 5.02.0.00.0.00.31.00
ekstensifikasi dan intensifikasi | terhadap Pandapatan 1146 1278 13.20 7 A475.000.000,00 13,82 7499.875.000,00 14,00 7.617.388.12500 14,38 7.658.240.921,00 1477 7.807.663.332,00 | 00- Badan
an Daarah (Parsentasa) Pandapatan Daarah
5.02.04.201 - Kagiatan
Pangalolaan Pendapatan 7 A475.000.000,00 7.499.875.000,00 7.617.388.125,00 7.658.240.921,00 7.807.663.332,00
Daerah
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BAPENDA

KABUPATEN BENGKAL'S

BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR | BASELINE
FRiCRAR Ll otntok TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2020 2030 PERANGKAT | | oiasi  |KETERANGAN

DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT OUIEUT Zfad

|TARGET [TARGET PAGU ITARGET PAGU |TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(1) (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08) (09) (o) (1 (12 (13 (14) (15) (18) (17)

Parsaniasa paengalolaan dan Jumiah Dokumen Hasil
Panarimaan Daarah yang Pelaksanaan Panagihan (1.100.000.000 1 1 T A475.000.000,00 1 TA99.875.000,00 1 T.617.398.12500 1 T.658.340.921,00 1 7.807.663.332,00
meningkat Pajak Daerah (Dokumen )|

Jumiah Dokumean Hasdl
Analis Pajak Daerah
soris Pongembangan
Pajak Daerah dan
Kebiakan Paak Daerah
{ Dy

1.000.000.000 (] L] (] (] L] L]

Jumilah Data Pelaparan
Pajak Daarah yang Telah
Dilakukan Penelitian dan
Veri fikasi (Dokurmen )

400.000.000 19 18 18 19 18 18

Jumiah Laporan
Parkembangan
Elektronifikasi Transaksi | 200.000.000 1 1 ;| 1 1 1
Pemarintah Dasrah
{Laporan)

Jumiah Objek Pajak yang|
Disesuaikan NJOPnya [1.300.000.000 | 2.500 2500 2500 2.500 2500 2500
(Obyek Pagak |

Jumiah Sarana dan
Prasarana Pengslolaan | 450.000.000 2 2 2 2 2 2
Pajak Daarah (Unit)

Jumiah Laporan Hasil
Pengolahan,
Pemaliharaan, dan 1.500.000.000 1 1 1 1 1 1
Pelaporan Basis Data
Pajak Daarah (Laparan)

Jumiah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pandafiaran Ohjek Pajak
Daarah, Subjek Pajak
dan Wajib Pajak Daerah
{Laporan)

1.100.000.000 1 1 1 1 1 1

Jumiah Laporan Hasi
Pambinaan dan
Pangawasan 1.200.000.000 a 3 a a 3 3
Pangsalalaan Retribusi
Daarah (Laporan)

Jumilah Dokumean
Rancana Pengelolaan
Pajak Daerah (Dokuman
)

Jumiah Dokumen
Kelatapan Pajak Daerah | 500.000.000 1 1 1 1 | 1
(Dahumen)

Jumiah Dokumean Hasd
Panyelasaian Keberatan | 80.000.000 1 1 : | 1 1 1
Pajak Daerah (Dokumen )|

Jumiah Dokumean Hasd
Pemariksaan sarta

Pengendalian dan 800.000.000 1 1 ;| 1 1 1
Pangawasan Pajak
Daarah (Dokuman )

Jumiah Laporan
Palaksanaan Penyuluhan|
dan Penyebarluasan 1.000.000.000 5 5 5 5 5 5
Kabjakan Pajak Daerah
{Laporan )
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BAPENDA

KABUPATEN BENGKALIS

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
ARG LRI AN INDIKATOR | BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT oYY 2024
|TARGET [TARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU
(01) (02) (03) 04 | (03 (08) (07) (08) (09) (10) (1) (12 13 (14) (15) (18) (17)

Jumiah Layanan dan

Konsultasi Pajak Daerah | 350.000.000 12 12 12 12 12 12

{Layanan)
5.02.04.2.01.0001 - KAB.
Perencanaan Pengalolaan 250.000.000,00 251.250.000,00 255.018.750,00 256.293.844,00 257 575.313,00 Z

. BEMNGKALIS

Pajak Daarah

Jumiah Dokumean
Pengelolasn Pajak Daersh Pajak Dasrah (Dokumen (] L 8 250.000.000,00 8 251.250.000,00 L 255.018.750,00 & 256.293.844,00 8 257 575.313,00

!
5.02.04.2.01.0002 - Analisa
dan Pangembangan Pajak KAB.
Daérah, sarta Periyistnan 600.000.000,00 601.200.000,00 610.218.000,00 615.099.744,00 627 401.739,00 BENGKALIS
Kebjakan Pajak Daarah

Jumdah Dokunmen Hasd
Tersadianya Hasd Analis Pajak | Analis Pajak Daarah
Daerah sarla Ti sarta P b;
Pengembiangan Pajsk Daerah | Pajak Daersh dan 1.000.000.000 8 i} 600.000.000,00 8 601.200.000,00 8 6§10.218.000,00 5] 615.099.744,00 i} 627 401.739,00
dan Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Paak Daserah

(D
5.02.04.2.01.0003 -
Penyuluhan dan KAB.
Penyebarhiasan Kebijakan 650.000.000,00 651.300.000,00 661.069.500,00 5664.374 848,00 677 862.344,00 BENGKALIS
Pajak Dasrah

Jumiah Laporan

Paryulitian dan | Petak Periyuli

Penyebarluasan Kebijakan dan Penysbariuasan 1.000.000.000 5 5 650.000.000,00 5 651.300.000,00 5 661.069.500,00 5 664,374 848,00 5 677 1562.344,00
Psjak Daarah Keabijakan Pajak Dasrah

{Laporan )
5.02.04.2.01.0004 -
Penyediaan Sarana dan KAB.
Prasarana Penoatolaan Paisk 200.000.000,00 202.000.000,00 205.030.000,00 207.080.300,00 211221.906,00 BENGKALIS
Daerah
Tersadianya Sarana dan Jumiah Sarana dan
F Per Pajak |F F 450.000.000 2 2 200.000.000,00 2 202.000.000,00 2 205.030.000,00 2 207.080.300,00 2 211221.906,00
Daerah Pajak Daarah (Unit)
5.02.04.2.01.0005 - Pandataan
dan Pendallaran Objek Pajak 900.000.000,00 801.800.000,00 B815.327.000,00 919.903.635,00 838.301.708,00 Bangkalis
Daerah

Jumiah Laporan Hasil
Tarsadianya Data Otjek Pajak, E“E::a: dac;. —
Subjek Pajak dan Waiib Pajak | 570= S:’;’Bk’;al;’a 1.100.000000 1 1 900.000.000,00 1 901.800.000,00 1 915.327.000,00 1 919.903.635,00 1 938.301.708,00
s dan Waijib Psjak Dasrah

{Laparan)
5.02.04.2.01.0006 -
Pangolahan, Pemelharaan, !
dan Pelaporan Basis Dala 650.000.000,00 653.250.000,00 566.315.000,00 669.646.575,00 683.039.507,00 Bengkalis
Pajak Daarah

Jumiah Laporan Hasil
F dan F F dan 1.500.000.000 1 1 650.000.000,00 1 653.250.000,00 1 666.315.000,00 1 B69.646.575,00 1 683.039.507,00
Basis Data Pajak Daerah Pelaporan Basis Data

Pajak Daarah (Laparan)
5.02.04.2.01.0007 - Poniaian
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkolaan 4
(PBBPZ) Baz Perdehan B50.000.000,00 B851.700.000,00 B64.475.500,00 BE6B.TO7 678,00 BBE.173.835,00 Bengkalis
Hak atas Tanah dan Bangunan
[BPHTB)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / BAS
PROGRAM /| OUTCOME / INEHIATOR BEIE PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT | OUTPUT o
|TARGET |TARGET PAGU ITARGET PAGU |TARGET PAGU |TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04 | (09 (o) (07) (08) (09) (10) (11 (12) 13 (14 (18) (16) (17)
Temenuhinya Jumiah Objek Jumilah Objek Pajak yang
Pajak yang Disesuakan NJOP | Disesuaikan NJOP nya |1.300.000.000 | 2.500 2500 B50.000.000,00 2500 B51.700.000,00 2.500 BE4.4T5.50000 | 2500 BEETOT EYEO0 | 2500 BEG.173.835,00
fya (Cbyak Pajak |
5.02.04.2.01.0008 - Panatapan KAB.
Wajs Pajai Daerah 350.000.000,00 351.750.000,00 357.026.250,00 358.811.381,00 365.987.609,00 BENGKALIS
Tersedianya Dokumen ettt il
i Keletapan Pajak Daarah | 500.000.000 1 1 350.000.000,00 1 351.750.000,00 1 357.026.250,00 1 358.811.381,00 1 365 987.609,00
Ketelapan Pajak Daarah
{ Dokumen)
5.02.04.2.01.0009 - Palayanan KAB.
dan i Pajok Daersh 275.000.000,00 276.375.000,00 280.520.625,00 281.923.228/00 287 561.693,00 BENGRALIS
Tersedianya Layanan dan H0miah Cayerion fan
. y .ay Konsullasi Pajak Daerah | 350.000.000 12 12 275.000.000,00 12 276.375.000,00 12 2B0.520.625,00 12 28192322800 12 287 561.693,00
Konzuttasi Pajak Dasrah
{Layanan)
5.02.04.2.01.0010 - Panalitian KAB
dan Varifikasi Data Pelaparan A50.000.000,00 351.750000,00 56.785.000,00 360.578.925,00 367 780.504,00 :
2 BENGKALIS
Pajak Daarah
Terlaksananya Panaltian dan .'J:ur.rdall':l):a:hF'euapc;:'lah
Verifikasi Data Palaporan Pajak AL yang | 400.000.000 1 19 350.000.000,00 1 351.750000,00 1 358.785.000,00 19 360.578.925,00 19 367 790.504,00
Dasrah Dilakukan Penslitian dan
Verifikasi (Dokumen )
5.02.04.201.0011 - Panagihan KAB.
Pajak Daarah 900.000,000,00 901.800.000,00 915.327.000,00 919.903.635,00 B38.301.708,00 BENGKALIS
Jumiah Dokumen Hasi
?ﬁal:‘i:::";a Phaedhen Palaksanaan Penagihan |1.100.000,000 1 1 900,000.000,00 1 901.800,000,00 1 915,327.000,00 1 919.903.635,00 1 938.301,708,00
ek Lisara Pajak Daerah {Dakumen)
502042010012 - KAB
Penyslasaian Kabaratan Pajak 100.000.000,00 100.500.000,00 102,007 500,00 102,517 538,00 104 567 BEE,00 i
BENGKALIS
Daerah
Teraksananya Panyelesaian el Bokmee Hodl
T Panyalesaian Keberatan | 80.000.000 1 1 100.000.000,00 1 100.500.000,00 1 102.007.500,00 1 102.517.538,00 1 104 567 .BAE,00
Keberatan Pajak Daarah i
Pajak Daarah (Dakumen |
5.02.04.201.0013 - KAB
Pengandalian, Pamarnksaan 600.000.000,00 601.200,000,00 §10.218.000,00 613.260.080,00 625534 472,00 BENGMLIS
dan F Pajak Daarah
Jumiah Dokumean Hasil
Teraksanannya Pemerksaan | Pemeriksaan sarla
serta Pengandalian dan Pangandalian dan 900.000.000 1 1 600.000.000,00 1 601.200.000,00 1 610.218.000,00 1 613.269.090,00 1 625534 472,00
Pengawasan Pajak Daerah Pengawasan Pajak
Daarah {Dokuman )
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan
dan Pangawasan Pangalolaan KAB.
Pejak Dasrah dan Retritusi 550.000.000,00 552.750.000,00 561.041.250,00 563.846.456,00 575.123.285,00 EErGIALS
Daarah
Jumiah Laporan Hasi
P i dan | P i dan
F F F 1.200.000.000 3 3 550.000.000,00 k] 552.750.000,00 3 561.041.250,00 3 563,846 456,00 3 575.123.385,00
Refribusi Daarah Pangalalaan Relribusi
Diaarah {Laporan)
5.02.04.201.0015 - AR,
Elskironifikasi Transaksi 250.000.000,00 251.250,000,00 255.018.750,00 256.283.844,00 261418.721,00 :
BENGKALIS
F Daaerah
Jumilah Laparan
Teraksananya Upaya Parkembangan
Mengubah Transaksi Tuna Elekironifikasi Transaksi | 200.000.000 i 1 250.000.000,00 1 251.250.000,00 i 255.018.750,00 1 256.283.844,00 1 261418.721,00
Manjadi Man Tunai Pamarintah Dasrah
{Laparan)
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4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025-2029 dirancang dengan tujuan
untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), setiap subkegiatan yang
dirancang bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan
daerah dengan pendekatan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis
teknologi. Adapun berbagai kegiatan prioritas ini akan mencakup seluruh
aspek pengelolaan pendapatan daerah mulai dari perencanaan,
pengawasan, hingga evaluasi yang berfokus pada pemaksimalan potensi

pajak daerah.

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0001)
Subkegiatan ini bertujuan untuk merancang dan menyusun rencana
jangka panjang dan pendek dalam pengelolaan pajak daerah. Proses
perencanaan yang matang akan menjadi dasar untuk ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak, dengan harapan meningkatkan kontribusi
pajak terhadap PAD. Rencana ini akan mengidentifikasi sektor-sektor
potensial yang dapat dijadikan sumber pajak baru, serta memetakan
wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengawasan.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0002)
Analisa mendalam mengenai pajak daerah yang ada akan dilakukan
untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan
kondisi ekonomi dan potensi daerah. Pengembangan pajak daerah
akan berfokus pada pencarian potensi pajak yang belum tergali serta
merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap
perubahan kondisi sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya
mendukung tercapainya target PAD yang lebih tinggi.

3. Penyuluhan dan (5.02.04.2.01.0003) Penyebarluasan Kebijakan Pajak

Daerah
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Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pajak daerah dan kebijakan-kebijakan baru yang
diterapkan oleh pemerintah daerah. Melalui penyuluhan yang intensif,
masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai
wajib pajak, serta manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Kegiatan
ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman mengenai
kebijakan pajak daerah.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
(5.02.04.2.01.0004)

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan
pajak daerah sangat penting untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan pajak. Subkegiatan ini akan berfokus pada
pengadaan teknologi dan infrastruktur yang  mendukung
pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara efisien, serta
memastikan seluruh sistem pengelolaan berjalan dengan baik.
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0005)
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah yang akurat dan
terintegrasi menjadi dasar yang penting dalam meningkatkan
penerimaan pajak. Subkegiatan ini akan memastikan bahwa seluruh
objek pajak terdaftar dengan baik dan data yang ada selalu diperbarui
untuk meminimalkan potensi kebocoran pajak. Pendataan yang tepat
akan memberikan informasi yang valid mengenai wajib pajak yang
ada.

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
(5.02.04.2.01.0006)

Mengelola basis data pajak yang komprehensif dan terupdate sangat
penting untuk mendukung kegiatan operasional pajak daerah.
Subkegiatan ini akan berfokus pada pemeliharaan data wajib pajak
dan objek pajak, serta pelaporan yang transparan dan akurat. Sistem
ini juga akan digunakan untuk memantau kewajiban pajak yang belum

dipenuhi oleh wajib pajak.
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7.

10.

11.

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) (5.02.04.2.01.0007)

Penilaian yang akurat terhadap pajak bumi dan bangunan serta
BPHTB sangat penting untuk menetapkan besaran pajak yang tepat.
Sub kegiatan ini akan melibatkan penilaian terhadap properti yang
ada, baik yang berada di kawasan perkotaan maupun pedesaan,
dengan menggunakan standar penilaian yang berlaku untuk
menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar.

Penetapan Wajib Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0008)

Proses penetapan wajib pajak daerah akan memastikan bahwa
semua individu dan entitas yang memiliki kewajiban pajak tercatat
dengan baik dalam sistem pajak daerah. Subkegiatan ini bertujuan
untuk menetapkan siapa saja yang berhak dan wajib membayar pajak
serta menentukan besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0009)
Pelayanan yang baik dan konsultasi mengenai pajak daerah menjadi
bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
kewajiban pajaknya. Subkegiatan ini akan melibatkan penyediaan
layanan konsultasi bagi wajib pajak yang membutuhkan penjelasan
lebih lanjut mengenai kewajiban dan prosedur pajak daerah yang
berlaku.

Penelitan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
(5.02.04.2.01.0010)

Penelitian dan verifikasi terhadap data yang dilaporkan oleh wajib
pajak akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua laporan pajak
yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada
manipulasi data. Kegiatan ini akan membantu mengidentifikasi
ketidaksesuaian data yang dapat mengarah pada kebocoran pajak.
Penagihan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0011)
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12.

13.

14.

15.

Penagihan pajak daerah adalah proses penting dalam memastikan
bahwa pajak yang terutang dapat dibayar tepat waktu. Subkegiatan ini
akan berfokus pada upaya penagihan yang lebih efisien melalui
sistem yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran,
serta tindak lanjut terhadap pajak yang belum dibayar.

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (5.02.04.2.01.0012)
Subkegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan keberatan yang
diajukan oleh wajib pajak terhadap nilai atau kewajiban pajak yang
ditetapkan. Melalui prosedur yang jelas dan adil, diharapkan dapat
tercapai solusi yang memuaskan bagi kedua pihak, antara pemerintah
daerah dan wajib pajak.

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
(5.02.04.2.01.0013)

Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan yang ketat terhadap
pelaksanaan pajak daerah akan dilakukan untuk memastikan bahwa
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Subkegiatan ini juga akan mengidentifikasi potensi kebocoran dan
penyimpangan dalam pengelolaan pajak.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (5.02.04.2.01.0014)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola
pajak daerah melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan untuk
memastikan pengelolaan pajak dan retribusi berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (5.02.04.2.01.0015)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi
dalam proses transaksi pajak daerah. Dengan sistem elektronik,
proses pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan pajak dapat
dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, serta mengurangi potensi

penyalahgunaan atau manipulasi data.
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terpadu bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui

Seluruh sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara

penguatan perencanaan dan kebijakan pajak, akurasi data dan penilaian
objek pajak, peningkatan pelayanan serta kepatuhan wajib pajak, dan
pengendalian pemungutan pajak yang didukung sistem digital, sehingga
pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel
Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

@ @ ©)] @ O]
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya upaya A .
1 |PENDAPATAN DAERAH ekstensifikasi dan intensifikasi 50204.2.01 - Kegiatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
pendapatan

5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan
Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan,
Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak
Daerah

5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan
Konsultasi Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi
Data Pelaporan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan
Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian,
Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak
Daerah

5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan
Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah
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4.5 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang
Kabupaten Bengkalis, Bapenda Kabupaten Bengkalis telah menetapkan
serangkaian indikator kinerja utama yang harus dicapai pada tahun 2025
hingga 2029. Indikator-indikator ini berfokus pada peningkatan
pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya daerah secara lebih

efisien dan berkelanjutan.
1. Persentase Peningkatan PAD

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan
PAD dari satu periode ke periode berikutnya sebagai hasil dari upaya
optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator ini mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah,
dalam meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD secara
berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan sistem dan

tata kelola pemungutan pendapatan.

Pengukuran indikator Persentase Peningkatan PAD dilakukan dengan
membandingkan realisasi PAD pada tahun berjalan dengan realisasi PAD
pada tahun sebelumnya. Target indikator ini ditetapkan meningkat secara
bertahap selama periode 2025-2030, yaitu dari 5,23 persen pada tahun
2025 menjadi 5,73 persen pada tahun 2030. Dengan demikian, indikator
ini tidak hanya menunjukkan besaran penerimaan secara nominal, tetapi
juga menggambarkan dinamika pertumbuhan pendapatan daerah yang
dipengaruhi oleh kebijakan, kinerja organisasi, serta kondisi ekonomi
daerah. Semakin tinggi nilai persentase peningkatan PAD, semakin baik

kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan.

Indikator ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas
strategi peningkatan pendapatan yang diterapkan, termasuk pemutakhiran
data objek dan subjek pajak, digitalisasi layanan perpajakan, penguatan

pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan
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kepada wajib pajak. Selain itu, Persentase Peningkatan PAD menjadi
parameter penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam
memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Peningkatan target tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam
penguatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan akurasi basis data,
penguatan pengawasan dan penagihan, serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya
berfungsi sebagai alat ukur kinerja Bapenda, tetapi juga sebagai indikator
strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD
serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan
berkelanjutan.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas
penerapan manajemen kinerja Badan Pendapatan Daerah, yang
mencakup keterpaduan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja,
pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pelaporan dan evaluasi
kinerja. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana prinsip result-based
management diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi perangkat daerah.

Target Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara bertahap dari 74,50 pada
tahun 2025 menjadi 80,50 pada tahun 2030. Peningkatan target ini
dirancang untuk mendorong perbaikan berkelanjutan  melalui
penyempurnaan cascading kinerja, peningkatan kualitas indikator yang
berorientasi outcome, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data,
serta peningkatan kompetensi aparatur. Capaian indikator ini
menunjukkan komitmen Bapenda dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel, transparan.
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Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN KET
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) 9 (10)
Persentase
1 Peningkatan PAD Persentase 5,23 5,34 5,42 5,58 5,67 5,73
o | Nilai SAKIP Perangkat Nilai 7450 | 76,50 | 77,50 | 78,50 | 80,00 | 80,50
Daerah
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam kurun

waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta memperhatikan tugas, fungsi, dan
kewenangan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan
daerah. Dengan demikian, Renstra Bapenda diharapkan mampu menjadi
instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang

lebih baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra Bapenda Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk
mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta
penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pencapaian tujuan
tersebut ditempuh melalui strategi dan arah kebijakan yang terukur,
didukung oleh program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran
Renstra dan RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat
bergantung pada komitmen seluruh jajaran Bapenda, dukungan pimpinan
daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta partisipasi aktif

masyarakat dan wajib pajak.

Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan
tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Bapenda, serta menjadi acuan
dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan, pemantauan
capaian kinerja secara berkala, serta penyesuaian kebijakan apabila
terjadi perubahan kondisi strategis, baik internal maupun eksternal, agar

target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
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Akhirnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan
pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal
daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah
secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan Renstra yang efektif, Bapenda
diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan
daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, September 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PATEN BENGKALIS

AHRUDDIN, S.H., MM
Pembina TK. |
NIP. 19730105 199703 1 005
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Akhirnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan
pengelolaan pendapatan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal
daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah
secara keseluruhan. Dengan pelaksanaan Renstra yang efektif, Bapenda
diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan
daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, September 2025
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